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BUPATI KEBUMEN 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI KEBUMEN 

NOMOR  30  TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024  

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 

tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2025; 

b. bahwa dengan adanya perubahan kerangka pendanaan mengenai 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan, rencana program, 

kegiatan dan sub kegiatan prioritas Daerah dalam bentuk 

pergeseran, penambahan dan/atau pengurangan, serta untuk 

menciptakan sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2025 sesuai dengan hasil evaluasi pelaksanaan sampai 

dengan triwulan I Tahun 2025 serta dengan visi, misi, dan 

program Kepala Daerah terpilih, perlu mengubah Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2024 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2025; 

SALINAN 



 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950    Nomor 

42); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4817); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 

tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 188); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 



 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 211); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 210); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025. 

Pasal I 

Mengubah kerangka pendanaan mengenai pendapatan, belanja dan 

pembiayaan, rekapitulasi rencana program, kegiatan, subkegiatan 

prioritas daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025, dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III dalam Peraturan 

Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 37) menjadi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan 

Lampiran III  yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya

sehingga Laporan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman, dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini dapat

dis€lesaikan dengan baik.

Dokumen Renja Perubahan ini merupakan instrumen penting dalam perencanaan

pembangunan daerah yang disusun sebagai pedoman operasional bagi seluruh jajaran

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.

Dokumen ini memastikan bahwa program dan kegiatan yang kami laksanakan selaras

dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta menjawab dinamika

kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 ini

sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi dari seluruh stakeholder, mulai dari

Pemerintah Pusat, Provinsi, private s6ctor, hingga partisipasi aktif clari seluruh elemen

masyarakat Kabupaten Kebumen.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang jelas dan terarah, sehingga

setiap anggaran yang dialokasikan dapat digunakan se@ra efektif, efisien, dan

memberikan dampak optimal bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Kebumen.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam

penyusunan dokumen ini. Kritik dan saran yang konstruktif senantiasa kami harapkan

demi penyempurnaan di masa mendatang.

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PER DAN PERHUBUNGAN
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja 

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 

1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu 

satu tahunberjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Renstra Tahun 

2021-2026.  Renja mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis 

dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, mengingat: 

1. Secara substansial,  memuat rencana program, kegiatan, sub kegiatan, 

indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan 

maju. 

2. Secara operasional, merupakan arahan untuk peningkatan kinerja dan 

pelayanan sesuai dengan tugaas pokok dan fungsi. 

3. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja, 

merealisasikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam   mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Hubungan Renja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya, sebagai 

bagian tidak terpisahkan dengan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 

(satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen ini 

memuat rancangan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan 

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.  Hubungan antara Renja Tahun 2025 dengan 

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut: 

1. Renja Tahun 2025 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati Kebumen 
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berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. 

2. Renja Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan pokok-pokok arah 

kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. 

3. Renja Tahun 2025 menjadi pedoman bagi unit kerja di lingkungan Dinas 

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam    penyusunan 

anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran. Proses penyusunan Renja 

dilakukan secara paralel dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dilakukan berdasarkan 

kepada peraturan perundang-undangan, antara lain:  

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700);  

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 
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8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5496) sebagaimana telah diubah dengan 

UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6575);  

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4663); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6041); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses 

Perencanaan dan Penganganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6056); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);  

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);  

17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan 

Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobongan, 
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Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan 

Brebes - Tegal – Pemalang; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara 

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem 

Informasi Pemerintah Daerah; I-7 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah;  

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman 

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-7308 Tahun 2020 tentang Hasil 

Verifikasi dan Validasi Hasil Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 

Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2018- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 110); 

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 

2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 

2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);  
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29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016, tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Prangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 

183); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 170); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 182); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 184); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lebaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 188); 

36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pengesahan 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 Nomor 33); 
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1.3. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dimaksudkan untuk 

menentukan arah kebijakan pembangunan Tahun 2025 sebagai penjabaran visi 

dan misi Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 serta menjamin keterkaitan dan 

konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 

pembangunan daerah. Sedangkan tujuan penyusunan Renja Perubahan Tahun 

2025 adalah : 

1. Memberikan landasan dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan 

dalam merumuskan perencanaan progam, kegiatan dan sub kegiatan 

pembangunan tahun 2025; 

2. Memberikan kerangka operasional dalam mewujudkan visi dan misi 

pembangunan tahun 2025; 

3. Menciptakan sinergitas program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam 

melaksanakan pembangunan. 

4. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas sumber daya dalam rangka optimalisasi 

hasil pembangunan; 

5. Menjadi pedoman unit kerja di lingkungan dinas dalam menyusun Rencana 

Kerja Anggaran Tahun 2025. 

1.4. Sistematika Penyusunan Renja Perubahan 

Sistematika Rencana Kerja Perubahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai berikut : 

BAB 1 PENDAHULUAN 

1.1. Lalar Belakang 

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan 

Perangkat Daerah, proses penyusunan, keterkaitan antara Rencana Kerja 

dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana 

provinsi/Kab/kota; 

1.2. Dasar Hukum Penyusunan 

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, 

peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan 

dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran; 

1.3. Maksud Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja 

Perubahan Perangkat Daerah; 

1.4. Sistematika Penulisan Renja Perubahan  

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perubahan 

Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. 
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BAB 2 EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun 

2025 dan Capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah  

Sub-bab ini merupakan inti dari laporan evaluasi yang bertujuan untuk 

menilai seberapa efektif Disperkimhub Kabupaten Kebumen melaksanakan 

programnya dan kontribusinya terhadap tujuan jangka menengah (Renstra 

Perubahan); 

2.2. Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025 

Sub-bab ini bertujuan memberikan gambaran mengenai proses perencanaan 

yang adaptif. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan rancangan 

program awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan hasil 

analisis kebutuhan dan kondisi aktual yang terjadi hingga akhir Triwulan I; 

2.3. Evaluasi Capaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 

2025 

Sub-bab ini menganalisis dampak awal (outcome) dari program dan kegiatan 

yang telah dilaksanakan, meskipun sebagian besar kegiatan bersifat belanja 

modal yang baru akan terlihat hasilnya pada triwulan berikutnya. 

 

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 

3.1. Program dan Kegiatan  

Sub-bab ini memuat rincian Program dan Kegiatan Disperkimhub Kabupaten 

Kebumen yang akan dilaksanakan pada periode Rencana Kerja Perubahan 

Tahun 2025; 

3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Perangkat Daerah 

Sub-bab ini memuat telaah (review) dan justifikasi terhadap kebijakan 

pembangunan di tingkat yang lebih tinggi (Nasional dan Provinsi) dan 

internal (Perangkat Daerah) yang menjadi landasan penyusunan RKP 

Perubahan 2025 Disperkimhub. Tujuannya adalah memastikan program dan 

kegiatan yang disusun memiliki koherensi vertikal; 

3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah.  

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting 

penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

 

BAB 4 RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2025. 
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BAB 5 PENUTUP 

Berisikan uraian penutup diantaranya catatan penting yang perlu mendapat 

perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan 

anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan 

rencana tindak lanjut. 
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BAB 2 

EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TRIWULAN I 

TAHUN 2025 

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan 

Capaian Renstra Perubahan Perangkat Daerah  

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Rencana Strategis 

sampai dengan Triwulan I Tahun 2025,  secara umum dapat dicapai sesuai dengan 

yang direncanakan. Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan 

Triwulan 1 Tahun 2025 berdasarkan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

2.1.1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah  

Terdapat 2 Urusan Perangkat Daerah Pada Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen yang tercantum pada 

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, dimana Capaian IKU 

Urusan Perangkat Daerah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) s.d Triwulan I 

NO. 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR 

KINERJA 
TARGET SATUAN 

REALISASI 
TRIWULAN 

I 

REALISASI 
S/D 

BULAN INI 

TINGKAT 
CAPAIAN 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  Tujuan : 

  Mewujudkan 
Percepatan dan 
Pemerataan 
Pembangunan 
yang 
Berkelanjutan 
Melalui : 
Meningkatnya 
Infrastruktur 
Wilayah yang 
Mendukung 
Pertumbuhan  
Ekonomi Daerah 

Indeks 
Kualitas 
Infrastruktur 
Daerah 

66,89 %   0 0,00% 

  Sasaran Strategis : 

1 Meningkatnya 
indeks  
insfrastuktur 
perumahan dan 
Kawasan 
permukiman 

Indeks 
Infrastruktur 
Perumahan 
dan 
Kawasan 
Permukiman 

57,23 % 71,16 74,73 130,58% 

2 Terpenuhinya 
Infrastruktur 
Perhubungan 

Indeks 
Infrastruktur 
Perhubungan 

79,78 % 75,78 76,22 95,53% 

3 Meningkatkan 
tata kelola 
organisasi 
Disperkimhub 
Kab Kebumen 

Indeks 
kepuasan 
masyarakat 

85,5 % 92,04 96,66 113,05% 

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode ini 

(Triwulan I) masih mengacu pada data capaian kinerja Tahun 2024. Hal ini 
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dikarenakan Triwulan I merupakan fase awal penyiapan data dan baseline, 

di mana kegiatan prioritas yang berorientasi pada pencapaian IKU belum 

sepenuhnya terealisasi dan masih dalam tahap pengumpulan serta validasi 

data pendukung yang diperlukan. Namun untuk capaian indikator kinerja 

Indeks Kepuasan Masyarakat pada Triwulan I terrealisasi sebesar 92,04% 

dengan capaian 113,05% dari target tahunan yaitu 85,5%. 

2.1.2. Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I Tahun 2025 

Evaluasi capaian kinerja program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh 

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten 

Kebumen hingga Triwulan I sebagaimana tabel di bawah ini:  

Tabel 2. 2 Evaluasi Capaian Program Rencana Kerja s.d Triwulan I 

No 
Urusan/ 

Program/ 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Sasaran / Program  

Target 
Kinerja 
Tahun 
2025 

Satuan 
Realisasi 
triwulan I  

Tingkat 
Capaian 

Ket. 

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar 

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG PERUMAHAN 

Sasaran 1 : Indeks 
Infrastruktur 
Perumahan    dan 
Kawasan 
Permukiman 

57,23 % 71,16 124,34% 

  

1 
Program 
Pengembangan               
Perumahan  

Presentase 
Penyediaan rumah           
layak huni bagi 
korban bencana      
kab/kota           

100 % 0 0,00% 

  

2 
Program Kawasan 
Permukiman  

Persentase 
penanganan 
kawasan  kumuh di 
bawah 10 Ha (%) 

26,29 % 48,63 184,98% 

  

3 

Program 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman 
Kumuh  

Persentase rumah 
tidak layak huni 
tertangani  

88,16 % 64,56 73,23% 

  

4  

Program 
Peningkatan 
Prasarana,  
Sarana dan 
Utilitaas Umum 
(PSU)  

Persentase 
Peningkatan akses 
air      limbah aman 
(%) 

1,17 % 3,67 313,68% 

  

URUSAN 
PEMERINTAHAN 
BIDANG 
PERHUBUNGAN 

Sasaran 2 : Indeks 
Infrastruktur 
Perhubungan 

79,78 % 75,78 94,99% 

  

5 

Program 
Penunjang Urusan               
Pemerintahan 
Daerah 

Cakupan Pelayanan 
Penunjang              
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah (%) 

100 % 25 25,00% 

  

6 

Program 
Penyelenggaraan 
Lalu          Lintas 
dan Angkutan 
Jalan (LLAJ) 

Indeks Infrastruktur 
Perhubungan 

79,78 % 75,78 94,99% 

  
Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 
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Untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan pada Triwulan I masih 

menggunakan angka realisasi pada tahun 2024 yaitu 71,16% dan untuk 

target 2025 sebesar 57,23% sehingga capaian pada triwulan I tahun 2025 

yaitu 124,34%. Dan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan juga 

masih menggunakan nilai relaisasi pada tahun 2024 sebesar 75,78% dengan 

target 2025 sebesar 79,78% sehingga untuk capaian Triwulan I pada tahun 

2025 sebesar 94,99%. Namun untuk perhatian khusus pada capaian 

Program Pengembangan Perumahan perlu dicermati bahwa indikator 

Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi korban bencana kab/kota 

realisasinya masih 0% (Tingkat Capaian 0,00%) dari target 100%. Hal ini 

dikarenakan bahwa kegiatan penyerahan atau pembangunan rumah bagi 

korban bencana belum dimulai atau dicatat pada Triwulan I dan dilaksanakan 

sesuai dengan alur anggaran kas yang sudah ditentukan. 

2.1.3. Evaluasi Capaian Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja s.d Triwulan I 

Tahun 2025 

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Perhubungan tahun 2023, dan realisasi Renstra tahun 

2021-2026 disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 2. 3 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah s.d Triwulan I 

No Urusan/ Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Tahun berjalan 

(Th 2025) 
Satuan TW I  Jumlah Capaian  KET. 

1 2 3 4  5 6   7  8 9  

  URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 

              

1 URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN  

Indeks Infrastruktur Perumahan dan 
Kawasan Permukiman  

57,23 % 71,16 71,16 124,34 
  

  Program Pengembangan Perumahan  Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi 
Rumahlayak Huni Bagi Korban Bencana 
Kabupaten/Kota 

100 % 0 0 0,00 
  

  Kegiatan Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program Kabupaten/Kota  

Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi 
rawan bencana atau relokasi  

26 Lokasi Kec. 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di 
Lokasi Rawan Bencana atau Terkena 
Relokasi Program Kabupaten/Kota  

Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi 
Rawan Bencana Kabupaten/Kota  

1 Dokumen 0 0 0,00 
  

  Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota  

Jumlah rumah korban bencana yang 
direhabilitasi/direlokasi  

10 Unit Paket 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi 
Korban Bencana  

 Jumlah Rumah Korban Bencana 
Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi 

10 Unit Rumah 0 0 0,00 
  

  Program Kawasan Permukiman  Persentase penanganan kawasan kumuh di 
bawah 10 Ha   

26,29 % 48,63 48,63 184,98 
  

  Kegiatan Penataan dan Peningkatan 
Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh 
dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) ha  

 Jumlah permukiman kumuh yang 
ditangani  

1,2 Ha 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan 
Kelompok Swadaya Masyarakat di 
Permukiman Kumuh  

Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di 
Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibin 

1 Kelompok 
Masyarakat 

0 0 0,00 
  

  Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

 Jumlah permukiman kumuh yang 
ditangani  

1,2 Ha 0 0 0,00 
  

  Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni Beserta PSU 

Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama 
dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Beserta PSU 

1 Dokumen 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1 Laporan 0 0 0,00   
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No Urusan/ Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Tahun berjalan 

(Th 2025) 
Satuan TW I  Jumlah Capaian  KET. 

1 2 3 4  5 6   7  8 9  

Pengendalian Penataan 
Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh  

Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan 
Pemugaran/Peremajaan Permukiman 
Kumuh 

  Program Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh  

Persentase Rumah Tidak Layak Huni 
Tertangani 

88,16 % 64,56 64,56 73,23 
  

  Kegiatan Pencegahan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Kumuh pada 
Daerah Kabupaten/Kota  

Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni  5 Unit 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak 
Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh 
dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 
diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan 
Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha  

Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki 

5 Unit Rumah 0 0 0,00 

  

  Program Peningkatan Prasarana, Sarana 
dan Utilitaas Umum (PSU)  

Persentase Peningkatan akses air limbah 
aman  

1,17 % 3,67 3,67 313,68 
  

  Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan   Jumlah pelayanan pengolahan air limbah 
domestik  

3 Paket 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan    Prasarana,    
Sarana,    dan    Utilitas Umum  di  
Perumahan  untuk  Menunjang  Fungsi 
Hunian  

Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang 
Menunjang Fungsi Hunian 

3 Lokasi 0 0 0,00 

  

  Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, 
dan Utilitas Umum Perumahan  

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 
Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan 
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum 
Perumahan 

12 Laporan 3 3 25,00 

  

2 URUSAN PERHUBUNGAN Indeks Infrastruktur Perhubungan 79,78 % 75,78 75,78 94,99   

  Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

100 % 25,00 25,00 25,00 
  

  Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen perencanaan dan 
evaluasi kinerja perangkat daerah yang 
tersusun 

9 Dokumen 4 4 44,44 
  

  Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat Daerah 

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

5 Dokumen 3 3 60,00 
  

  Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah 

4 Dokumen 1 1 25,00 
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No Urusan/ Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Tahun berjalan 

(Th 2025) 
Satuan TW I  Jumlah Capaian  KET. 

1 2 3 4  5 6   7  8 9  

  Kegiatan Administrasi Keuangan 
Perangkat Daerah 

Jumlah bulan administrasi keuangan 
perangkat daerah 

12 Bulan 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan 
ASN 

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 
Tunjangan ASN 

55 Orang/Bulan 38 38 69,09 
  

  Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

12 Dokumen 4 4 33,33 
  

  Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian 
perangkat daerah 

10 Dokumen 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 
Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan 

55 Orang 0 0 0,00 
  

  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan 
administrasi umum perangkat daerah 

12 Bulan 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang 
Disediakan 

4 Paket 3 3 75,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 
Disediakan 

12 Paket 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan 
dan Penggandaan 

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 
Penggandaan yang Disediakan 

12 Paket 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang- undangan 

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan yang 
Disediakan 

36 Dokumen 9 9 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan 12 Paket 3 3 25,00   

  Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD 

12 Laporan 3 3 25,00 
  

  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Jumlah  pengadaan barang milik daerah 2 Paket 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Jumlah paket pengadaan mebeleur kantor - - - - -   

  Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Disediakan 

1 Unit 0 0 0,00 
  

  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

12 Bulan 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan 3 3 25,00   
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No Urusan/ Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Tahun berjalan 

(Th 2025) 
Satuan TW I  Jumlah Capaian  KET. 

1 2 3 4  5 6   7  8 9  

Menyurat Menyurat 

  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 

12 Laporan 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor 

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 
Umum Kantor yang Disediakan 

12 Laporan 3 3 25,00 
  

  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

Jumlah bulan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

12 Bulan 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, 
dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 
atau Lapangan 

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan 
Pajak dan Perizinannya 

52 Unit 13 13 25,00 

  

  Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit 8 8 26,67   

  Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 
Dipelihara 

30 Unit 8 8 26,67 
  

  Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 
yang Dipelihara/Direhabilitasi 

1 Unit 0 0 0,00 
  

  Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ) 

Indeks Infrastruktur Perhubungan 79,78 % 75,78 75,78 94,99 
  

  Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan 
di Jalan Kabupaten/Kota 

Peresentase ketersediaan perlengkapan 
jalan 

56 % 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan 
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 

Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota yang Tersedia 

450 Unit 0 0 0,00 
  

  Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

Jumlah Perlengkapan Jalan yang 
Terehabilitasi dan Terpelihara 

355 Unit 247 247 69,58 
  

  Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
dan Pembangunan Fasilitas Parkir 

Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir 12 Bulan 3   0,00 
  

  Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas 
Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas 
Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 

12 Laporan 3 3 25,00 

  

  Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor 

Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik  100 % 75,78 75,78 75,78 
  

  Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia 

1 Unit 0 0 0,00 
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No Urusan/ Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Tahun berjalan 

(Th 2025) 
Satuan TW I  Jumlah Capaian  KET. 

1 2 3 4  5 6   7  8 9  

Bermotor 

  Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor 

10200 Dokumen 1504 1504 14,75 
  

  Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan 
Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor 

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara 

9 Unit 0 0 0,00 
  

  Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 
Kabupaten/Kota 

Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi 
lintas sektoral 

12 Bulan 3 3 25,00 
  

  Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk 
Jalan Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Pengawasan dan 
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan 
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 

12 Laporan 3 3 25,00 
  

  Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis 
Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk 
Jalan Kabupaten/Kota 

Jumlah rakor penilaian andalalin 12 Bulan 3 3 25,00 
  

  Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penilaian Hasil Andalalin 

Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penilaian Hasil Andalalin 

12 Laporan 1 1 8,33 
  

  Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan 
LLAJ di Jalan 

Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit 
dan inspeksi keselamatan LLAJ dan 
Pengawasan Pengendalian Terhadap 
Sarpras Keselatan Transportasi 

100 % 25 25 25,00 

  

  Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan 
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi 
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan 
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan 
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi 
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 

12 Laporan 3 3 25,00 

  

  Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau 
Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

jumlah pengawasan dan pengendalian 
angkutan umum 

12 Bulan 3 3 25,00 

  

  Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan 
Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan Pengendalian dan 
Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang 
Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 

48 Laporan 12 12 25,00 

  

  Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 

Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan 
perolehan ijin penyelenggaraan angkutan 

80 Dokumen 20 20 25,00 
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No Urusan/ Program/ Kegiatan 
Indikator Kinerja Program 

(outcome)/Kegiatan (output) 

Target Kinerja 
Tahun berjalan 

(Th 2025) 
Satuan TW I  Jumlah Capaian  KET. 

1 2 3 4  5 6   7  8 9  

Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota 

orang dalanm tarayek lintas daerah 
Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota 

  Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan 
Orang dalam Trayek Kewenangan 
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik 

12 Unit 3 3 25,00   

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 
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2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan 

Berikut adalah tabel rincian realisasi Triwulan I anggaran pendapatan Tahun 2025 : 

Tabel 2. 4 Realisasi Anggaran Pendapatan s.d Triwulan I 

JENIS PENDAPATAN 
PAGU 

TARGET DAN REALISASI s/d TRIWULAN I TAHUN 
2025 

Rp Rp % Rp % 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 
PAD 

10.964.157.000  2.599.255.700  23,71 1.349.291.000  12,31  

Retribusi Daerah 10.951.157.000  2.599.255.700  23,73  1.349.291.000  12,32 

Retribusi Jasa Umum 2.275.557.000  526.255.700  23,13  336.985.000  14,81 

Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan 

80.000.000  16.000.000  20,00  38.890.000  48,61 

Retribusi Pelayanan 
Persampahan/ Kebersihan 

80.000.000 16.000.000  20,00  38.890.000  48,61 

Retribusi Pelayanan Parkir di 
Tepi Jalan Umum 

2.195.557.000  510.255.700  23,24  298.095.000  13,58 

Retribusi Penyediaan 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum 

2.195.557.000 510.255.700  23,24  298.095.000  13,58 

Retribusi Jasa Usaha 8.675.600.000  2.073.000.000  23,89  1.012.306.000  11,67 

Retribusi Pemakaian 
Kekayaan Daerah 

57.800.000  8.550.000  14,79  19.373.000  33,52 

Retribusi Penyewaan 
Bangunan 

37.800.000 8.550.000  22,62  7.373.000  19,51 

Retribusi Pemakaian 
Kendaraan Bermotor 

20.000.000 -  -  12.000.000  60,00 

Retribusi Tempat Khusus 
Parkir 

8.617.800.000  2.064.450.000  23,96  992.933.000  11,52 

Retribusi Pelayanan Tempat 
Khusus Parkir 

8.617.800.000 2.064.450.000  23,96  992.933.000  11,52 

Lain-lain PAD yang Sah 13.000.000   -    -    -   
          

-  

Pendapatan Denda Retribusi 
Daerah 

13.000.000   -   -   -    -  

Pendapatan Denda Retribusi 
Jasa Umum 

13.000.000   -   -   -    -  

Pendapatan Denda Retribusi 
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum-Penyediaan Pelayanan 
Parkir di Tepi Jalan Umum 

13.000.000                          -     -                          -      -  

JUMLAH  10.951.157.000   2.599.255.700  23,73 1.349.291.000  12,32 

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

Dari target anggaran Pendapatan Triwulan I Tahun 2025 sebesar Rp2.599.255.700 

dapat direalisasi sebesar Rp1.349.291.000 atau dengan tingkat capaian sebesar 

12,32%. Adapun kinerja capaian pedapatan pada Triwulan I terdapat pada Retribusi 

Pemakaian Kendaraan Bermotor menunjukkan capaian paling tinggi, yaitu 60,00% 

dari Pagu Anggaran Rp20.000.000 (meskipun tidak ada Target Triwulan yang 

ditetapkan), kemudian Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan juga 

melampaui Target Triwulan I dan mencapai 48,61% dari Pagu Anggaran 

Rp80.000.000 dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah mencapai 33,52% dari 

Pagu Anggaran. Kemudian juga ada kinerja terendah capaian pendapatan terdapat 
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pada Retribusi Tempat Khusus Parkir dengan target pendapatan pada Triwulan I 

sebesar Pagu Rp2.064.450.000 dan terrealisasi hanya sebesar Rp992.933.000 

2.3. Realisasi Anggaran Belanja  

Dari total anggaran belanja tahun 2025 sebesar Rp38.381.649.112 dengan target 

Realisasi paad Triwulan I sebesar Rp7.612.416.962. Realisasi anggaran 

berdasarkan program sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 2. 5 Target, Realisasi Fisik Dan Keuangan Kegiatan Perangkat Daerah s.d Triwulan I 

KODE NAMA KEGIATAN 
JUMLAH ANGGARAN TARGET KEUANGAN REALISASI KEUANAGAN 

REALISASI 

FISIK 

DEVIASI 

KEU SPJ FISIK 

(Rp) (Rp) (%) (Rp) (%) (%) (%) (%) 

1 2 3 6 10 11 12 13 14 15 

1.04.02 
PROGRAM PENGEMBANGAN 

PERUMAHAN 
479.076.000 29.379.000 6,13 8.196.800 1,71 1,71 4,42 4,41 

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 617.385.000 41.182.000 6,67 2.640.300 0,43 0,43 6,24 5,48 

1.04.04 
PROGRAM PERUMAHAN DAN 

KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 
209.862.000 2.279.000 1,09 0 0 0 1,09 1,09 

1.04.05 

PROGRAM PENINGKATAN 

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS 

UMUM (PSU) 

1.352.666.000 200.322.000 14,81 112.362.258 8,31 8,31 6,5 5,56 

2.15.01 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

7.255.538.112 2.109.341.472 28,9 1.374.320.401 18,94 18,94 10,08 9,96 

2.15.02 

PROGRAM PENYELENGGARAAN 

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN 

(LLAJ) 

28.467.122.000 5.234.047.490 18,35 2.834.345.844 9,96 9,91 8,43 8,39 

JUMLAH 38.381.649.112 7.612.416.962 19,74 4.331.865.603 11,29 11,29 8,54 8,45 
Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 
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Dilihat dari laporan pelaksanaan penganggaran diatas dapat di lihat dari 6 Program 

Kegiatan dengan total jumlah anggaran sebesar Rp38.381.649.112 dan Target 

Keuangan yang ditetapkan adalah Rp7.612.416.962, atau setara dengan 19,74% 

dari total anggaran. Hingga periode sampai dengan Triwulan I, Realisasi Keuangan 

mencapai Rp4.331.865.603, atau 11,29% dari total anggaran. Secara keseluruhan, 

terdapat Deviasi Keuangan (SPJ) sebesar 8,54% dan Deviasi Fisik sebesar 8,45%, 

menunjukkan bahwa realisasi masih berada di bawah target yang ditetapkan. 

Secara umum, realisasi keuangan dan fisik masih jauh dari target, terbukti dari 

persentase deviasi yang signifikan di hampir semua kegiatan, terutama pada 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan dan Program Peningkatan PSU. 

2.3.1. Capaian Indikator Kinerja SPM 

Pelaksanaan dan penerapan SPM mendasari Peraturan Pemerintah No. 2 

Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Bidang SPM yang 

dilaksanakan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 

Kabupaten Kebumen sebagai berikut : 

2.3.1.1. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat  

Pelayanan penyediaan rumah layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota. 

Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten 

Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar 

Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat terdiri atas: 

- Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota  

- Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 

pada Daerah Kabupaten/Kota  

Tabel 2. 6 SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2025 

NO. JENIS PELAYANAN 
DASAR 

INDIKATOR 
CAPAIAN 

RENCANA 
AWAL TAHUN 

2025 (Rp) 

APBD MURNI 
TAHUN 2025 

(Rp) 

APBD 
PERUBAHAN 
TAHUN 2025 

(Rp) 

1. Pembangunan dan 
Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana 
atau Relokasi 
Program 
Kabupaten/Kota 
 
 

Jumlah rumah 
korban bencana 
yang 
direhabilitasi/direlok
asi 

775.000.000 452.077.000 452.077.000 

2. Pencegahan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman Kumuh 
pada Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Jumlah perbaikan 
rumah tidak layak 
huni 

5.400.000.000 209.862.000 534.862.000 

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
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Dari data tabel diatas menunjukkan rencana anggaran untuk pelaksanaan 

SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen untuk 

tahun 2025, membandingkan rencana awal, penetapan APBD Murni, dan 

APBD Perubahan. Pelayanan Dasar Pembangunan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana memiliki alokasi anggaran dalam rencana awal 

tahun 2025 sebesar Rp775.000.000, anggaran dalam APBD Murni Tahun 

2025 adalah Rp452.077.000, dan pada APBD Perubahan Tahun 2025 

alokasinya tetap sama dengan APBD Murni, yaitu Rp452.077.000. 

Anggaran ini ditujukan untuk mencapai indikator capaian berupa Jumlah 

rumah korban bencana yang direhabilitasi/direlokasi.  

Kemudian untuk Pelayanan Dasar Pencegahan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota rencana awal dalam  

tahun 2025 sebesar Rp5.400.000.000 namun saat penetapan anggaran 

APBD Murni Tahun 2025 mengalami penurunan drastis menjadi 

Rp209.862.000 dan saat APBD Perubahan Tahun 2025, anggaran 

dinaikkan menjadi Rp534.862.000. Hal ini, ditujukan untuk mencapai 

indikator capaian berupa Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni.  

2.3.1.2 SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum 

Jenis Pelayanan Dasar, secara umum pelaksanaan urusan Pekerjaan 

Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen.  Hal ini 

mendasari Peraturan Peraturan Bupati Kebumen nomor 67 tahun 

2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, 

Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan 

Peraturan Peraturan Bupati Kebumen nomor 114 tahun 2021 tentang 

kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan 

Kabupaten Kebumen. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan 

Umum di Kabupaten Kebumen yang menjadi tupoksi Dinas 

Perumahan, Kawasan permukiman dan Perhubungan Kabupaten 

kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar 

Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat terdiri atas Presentase jumlah masyarakat/rumah tangga yang 

memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic. 

2.3.2. SPM Bidang Pekerjaan Umum 

Berikut merupakan realisasi capaian mutu pelayanan dasar SPM pekerjaan 

umum pada tahun 2025: 

https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
https://spm.bangda.kemendagri.go.id/pemda/uploads/pupr.pdf
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Tabel 2. 7 SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2025 

NO 
JENIS 

PELAYANAN 
DASAR 

MUTU LAYANAN DASAR 

RENCANA 
AWAL TAHUN 

2025  
(Rp) 

APBD MURNI 
TAHUN 2025 

(Rp) 

RKPD 
PERUBAHAN 
TAHUN 2025 

(Rp) 

1. Penyediaan 
pelayanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

Pelayanan SPALD-S dengan 
kualitas Pelayanan Akses dasar 
bagi masyarakat yang bermukim 
di wilayah pengembangan 
SPALD-S dengan kondisi 
wilayah perdesaan dan memiliki 
kepadatan penduduk lebih kecil 
dari 25 jiwa/ha 

9.909.297.000 858.940.000 818.310.000 

Pelayanan SPALD-S dengan 
kualitas pelayanan akses aman 
bagi masyarakat yang bermukim 
di wilayah pengembangan 
SPALD-S dengan kondisi 
wilayah pedesaaan yang 
memiliki kepadatan penduduk 
lebih besar dari 25 jiwa/ha dan 
seluruh wilayah perkotaan 

600.956.000 493.726.000 555.056.000 

Pelayanan Penyediaan 
prasarana dan /atau jasa melalui 
SPALD-T dengan kualitas 
pelayanan akses aman 
penerima : masayarakat yang 
bermukim di wilayah 
pengembangan SPALD-T 

- - - 

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen bagian Penyediaan 

pelayanan pengolahan air limbah domestik pada tahun 2025 memiliki 

anggaran rencana awal adalah sebesar Rp9.909.297.000 dengan pelayanan 

SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar namun terjadi refokusing 

anggaran pada saat penetapan anggaran APBD Murni sebesar 

Rp858.940.000 dikarenakan untuk pelaksanaan DAK sanitasi dari pusat 

sudah tidak dilakukan lagi oleh pemerintah daerah. 

Realisasi capaian Mutu Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum di 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 khususnya Penyediaan pelayanan 

pengolahan air limbah domestik. 

2.4. Permasalahan Pelaksanaan Kegiatan pada Triwulan I. 

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perumahan, Kawan Permukiman dan 

Perhubungan Kabupaten Kebumen, antara lain : 

2.4.1. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

a.) Bidang Perumahan  

Pada Bidang Perumahan terdapat beberapa permasalahan seperti: 

1.) Pada Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi korban Bencana hingga 

Triwulan I sami belum adanya pekerjaan yang dikarenakan adanya 

penerima bantuan yang mengundurkandiri dikarenakan belum siapnya 

swadaya sehingga perlu adanya pergantian penerima sesuai dengan 

BNBA (By Name By Address). 
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2.) Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan 

terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 

Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) 

Ha, masih dalah tahap penyesuaian perubahan Perbub terkait dengan 

Perubahan SSHD (Standar Satuan Harga Daerah) yang awalnya 

Rp15.000.000 menjadi Rp20.000.000. Serta masih belum lengkapnya 

verifikasi BNBA (By Name By Address) calon penerima P2MKM 

(Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu) tahun 2025 

dan kesiapan swadaya calon penerima. 

b.) Bidang Kawasan Permukiman 

Pada bidang Kawasan Permukiman pada Triwulan I beberapa sub 

Kegiatan yang masih mengalami kendala pada pelaksanaan kegiatan 

dilapangan seperti : 

1.) Pada Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, pada 

kegiatan ini masih terkendala pada proses pelaksanaan hibah kumuh 

yang dikarenakan pekerjaan pembangunan jalan di kawasan kumuh 

Desa Depokrejo masih dalam tahap pembangunan.  

2.) Kemudian pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, 

masih dalam proses pelaksanaan pendataan kondisi tangki septik di 

Kabupaten Kebumen yang nantinya data tersebut akan di ninput 

kedalam aplikasi SIRUMAH (Sistem Informasi Rumah). Proses ini 

masih dalam tahap pekerjaan karena nantinya data yang sudah di 

input pada aplikasi SIRUMAH (Sistem Informasi Rumah) ini akan 

dijadikan acuan untuk menghitung akses sanitasi aman yang ada di 

Kabupaten Kebumen.  

2.4.2. Urusan Perhubungan 

a.) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 

Pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdapat beberapa permasalahan 

yang belum terselesaikan pada Triwulan I seperti: 

1.) Pada kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota, pelaksanaan pengadaan Lampu Penerangan Jalan 

Umum (LPJU) saat ini masih berada pada tahap survei dan validasi 

titik lokasi. Hal ini merupakan langkah krusial untuk memastikan 

penempatan LPJU sejalan dengan prioritas dan peruntukan yang 

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.  

2.) Dalam pelaksanaan kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas Parkir, Dinas menghadapi tantangan berupa 

pengunduran diri beberapa Juru Parkir. Hal ini disebabkan oleh titik 
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lokasi parkir yang dinilai sudah tidak optimal secara operasional. Oleh 

karena itu, diperlukan survei ulang dan peninjauan kembali terhadap 

potensi titik-titik lokasi baru yang strategis untuk penyelenggaraan 

kegiatan parkir.   

b.) Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Moda 

Kinerja Bidang Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Moda pada 

Triwulan I menunjukkan hasil yang optimal. Seluruh kegiatan telah 

terlaksana dengan sukses, tepat waktu, dan sepenuhnya sesuai dengan 

rencana kerja yang ditetapkan di awal tahun anggaran. 

2.5. Review Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah 

Rencana Kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah 

ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025. Renja Perubahan Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Perhubungan akan diimplementasikan melalui berbagai 

Program, kegiatan dan subkegiatan setiap tahunnya. Disamping itu juga, dokumen 

Rencana Perubahan Kerja Tahun 2025 juga memuat informasi tentang program, 

kegiatan, indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana 

Kerja akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan 

dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten 

Kebumen. 

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen telah disesuaikan dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, 

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

beserta pemutahirannya yang meliputi 2 urusan, 6 Program, 20 Kegiatan dan 38 

sub kegiatan. 

Target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2025 berpedoman pada Renstra 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan tahun 2021-2026, dan 

merupakan tahun ketiga perencanaan, sehingga Renja tahun 2025 sinkron dengan 

target Renstra Tahun 2025. 

Review Renja Perubahan Tahun 2025 dengan hasil analisis kebutuhan 

sebagaimana tabel berikut :  
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Tabel 2. 8 Review Pagu Anggaran Terhadap Rancangan Kinerja Perubahan Tahun 2025 

Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 47.985.609.000    38.381.649.112    30.897.122.112    

URUSAN PERUMAHAN 

DAN KAWASAN 

PERMUKIMAN  

Indeks Infrastruktur 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman  

  % 57,23 18.681.631.000    %   2.658.989.000    % 57,23 2.995.989.000    

Program 

Pengembangan 

Perumahan  

Persentase 

Penyediaan dan 

Rehabilitasi 

Rumahlayak Huni Bagi 

Korban Bencana 

Kabupaten/Kota 

  % 100  850.000.000    % 100  479.076.000    % 100  479.076.000    

Kegiatan Pendataan 

Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota  

Kab. Kebumen, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa 

  Lokasi Kec. 26  75.000.000    Lokasi 

Kec. 

26  26.999.000    Lokasi 

Kec. 

26  26.999.000    

Sub Kegiatan Identifikasi 

Perumahan di Lokasi 

Rawan Bencana atau 

Terkena Relokasi 

Program Kabupaten/Kota  

Jumlah pendataan dan 

identifikasi lokasi rawan 

bencana atau relokasi 

  Lokasi Kec. 1        75.000.000    Dokumen 1             

26.999.000  

  Dokumen 1                

26.999.000  

  

Kegiatan Pembangunan 

dan Rehabilitasi Rumah 

Korban Bencana atau 

Relokasi Program 

Kabupaten/Kota  

Kab. Kebumen, Semua 

Kecamatan, Semua 

Kel/Desa 

  Unit Paket 25 775.000.000    Unit 

Rumah 

10 452.077.000    Unit 

Rumah 

10 452.077.000    

Sub Kegiatan Rehabilitasi 

Rumah bagi Korban 

Bencana  

Jumlah rumah korban 

bencana yang 

direhabilitasi/dir elokasi 

  Unit Paket 10  775.000.000    Unit Paket 10  452.077.000    Unit Paket 10  452.077.000    

Program Kawasan 

Permukiman  

Persentase 

penanganan kawasan 

kumuh di bawah 10 Ha   

  % 21,12 4.534.533.000    % 26,29              

599.276.000  

  % 26,29              

590.576.000  

  

Kegiatan Penataan dan 

Peningkatan Kualitas 

Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di 

Bawah 10 (sepuluh) ha  

 Jumlah permukiman 

kumuh yang ditangani  

  Ha/5 Desa 8           

4.534.533.000  

  Ha 1              

599.276.000  

  Ha 1              

590.576.000  
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Sub Kegiatan 

Pembentukan/Pembinaan 

Kelompok Swadaya 

Masyarakat di 

Permukiman Kumuh  

Jumlah Kelompok 

Swadaya Masyarakat di 

Permukiman Kumuh 

yang dibentuk/dibina 

  Ha/5 Desa 2  4.250.000.000    Kelompok 

Masyarakat 

1  316.442.000    Kelompok 

Masyarakat 

1  316.442.000    

Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengendalian Penataan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh  

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Penyelenggaraan 

Pemugaran/Peremajaan 

Permukiman Kumuh 

  Bulan 60  284.533.000    Laporan 1  282.834.000    Laporan 1  274.134.000    

Program Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman Kumuh  

Persentase Rumah 

Tidak Layak Huni 

Tertangani 

  % 76,32  5.490.000.000    % 88,16  227.971.000    % 88,16  552.971.000    

Kegiatan Pencegahan 

Perumahan dan 

Kawasan Permukiman 

Kumuh pada Daerah 

Kabupaten/Kota  

Jumlah perbaikan 

rumah tidak layak huni  

  Unit 150  5.490.000.000    Unit 25  227.971.000    Unit 25  552.971.000    

Sub Kegiatan Perbaikan 

Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan 

terhadap Tumbuh dan 

Berkembangnya 

Permukiman Kumuh 

diluar Kawasan 

Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha  

Jumlah Rumah Tidak 

Layak Huni untuk 

Pencegahan Terhadap 

Tumbuh dan 

Berkembangnya 

Permukiman Kumuh di 

Luar Kawasan 

Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 

10 (Sepuluh) Ha yang 

Diperbaiki 

  Unit 33 5.400.000.000    Unit 

Rumah 

5  209.862.000    Unit 

Rumah 

20  534.862.000    

Sub Kegiatan Kerja Sama 

Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni beserta PSU 

di Luar Kawasan 

Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 

(sepuluh) Ha  

Jumlah Dokumen 

Kesepakatan Kerja 

Sama dalam Perbaikan 

Rumah Tidak Layak 

Huni Beserta PSU 

  Lokasi Kec. 60 90.000.000    Dokumen 1                

18.109.000  

  Dokumen 1                

18.109.000  

  

Program Peningkatan Persentase   % 1,17  7.807.098.000    % 1,17  1.352.666.000    % 1,17  1.373.366.000    
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Prasarana, Sarana dan 

Utilitaas Umum (PSU)  

Peningkatan akses air 

limbah aman  

Urusan 

Penyelenggaraan PSU 

Perumahan   

Jumlah pelayanan 

pengolahan air limbah 

domestik  

  Paket 27  7.807.098.000    Paket 3  1.352.666.000    Paket 3  1.373.366.000    

Sub Kegiatan Penyediaan    

Prasarana,    Sarana,    

dan    Utilitas Umum  di  

Perumahan  untuk  

Menunjang  Fungsi 

Hunian  

Jumlah Lokasi 

Perumahan yang 

Disediakan Prasarana, 

Sarana, dan Utilitas 

Umum yang Menunjang 

Fungsi Hunian 

  Desa Paket 15  6.501.813.000    Lokasi 3  858.940.000    Lokasi 3  818.310.000    

Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Sinkronisasi dalam 

rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum 

Perumahan  

Jumlah Laporan Hasil 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi dalam 

rangka Penyediaan 

Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum 

Perumahan 

  Bulan Paket 12  1.305.285.000    Laporan 12  493.726.000    Laporan 12  555.056.000    

URUSAN 

PERHUBUNGAN 

Indeks Infrastruktur 

Perhubungan 

  % 100 29.303.978.000    % 100  35.722.660.112    % 100  27.901.133.112    

Program Penunjang 

Urusan Pemerintahan 

Daerah 

Cakupan Pelayanan 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

  % 100  6.036.229.000    % 100  7.255.538.112    % 100  7.150.939.112    

Kegiatan Perencanaan, 

Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Jumlah dokumen 

perencanaan dan 

evaluasi kinerja 

perangkat daerah 

yang tersusun 

  Dokumen 100  80.023.000    Dokumen 9  62.329.000    Dokumen 9  62.329.000    

Sub Kegiatan 

Penyusunan Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

Jumlah Dokumen 

Perencanaan Perangkat 

Daerah 

  Dokumen 5  47.687.000    Dokumen 5  44.582.000    Dokumen 5  44.582.000    

Sub Kegiatan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Jumlah Laporan 

Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

  Dokumen    32.336.000    Dokumen 4  17.747.000    Dokumen 4  17.747.000    

Kegiatan Administrasi 

Keuangan Perangkat 

Daerah 

Jumlah bulan 

administrasi keuangan 

perangkat daerah 

  Bulan 12  4.719.252.000    Bulan 12  6.404.472.112    Bulan 12  5.995.415.112    

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Orang yang   Orang 44  4.264.291.000    Orang / 55  6.303.182.000    Orang / 55  5.894.125.000    
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Gaji dan Tunjangan ASN Menerima Gaji dan 

Tunjangan ASN 

Bulan Bulan 

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

Jumlah Dokumen 

Penatausahaan dan 

Pengujian/Verifikasi 

Keuangan SKPD 

  Bulan 12  454.961.000    Bulan 11  101.290.112    Bulan 11  101.290.112    

Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Jumlah kegiatan 

administrasi 

kepegawaian 

perangkat daerah 

       119.225.000    Dokumen 10  49.275.000    Dokumen 10  80.715.000    

Sub Kegiatan Pendidikan 

dan Pelatihan Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi 

Jumlah Pegawai 

Berdasarkan Tugas dan 

Fungsi yang Mengikuti 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

  Orang/Kali/Hari 44  119.225.000    Orang 55  49.275.000    Orang 55  80.715.000    

Kegiatan Administrasi 

Umum Perangkat 

Daerah 

Jumlah bulan 

pelaksanaan kegiatan 

administrasi umum 

perangkat daerah 

       404.511.000    Bulan 12  122.166.000    Bulan 12  333.484.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor 

Jumlah Paket 

Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan 

Bangunan Kantor yang 

Disediakan 

  Bulan 12  13.387.000    Paket 4  10.240.000    Paket 4  10.240.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Logistik Kantor 

Jumlah Paket Bahan 

Logistik Kantor yang 

Disediakan 

  Bulan 12  46.725.000    Paket 12  17.887.000    Paket 12  17.887.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Jumlah Paket Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan yang 

Disediakan 

  Bulan 12  112.612.000    Paket 12  33.763.000    Paket 12  245.081.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang- 

undangan 

Jumlah Dokumen 

Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan yang 

Disediakan 

  Bulan 12  7.875.000    Dokumen 36  4.000.000    Dokumen 36  4.000.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bahan/Material 

Jumlah Paket 

Bahan/Material yang 

  Bulan 12  112.875.000    Paket 12  32.451.000    Paket 12  32.451.000    
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Disediakan 

Sub Kegiatan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan Konsultasi 

SKPD 

Jumlah Laporan 

Penyelenggaraan Rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

  Bulan 12  111.037.000    Laporan 12  23.825.000    Laporan 12  23.825.000    

Kegiatan Pengadaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 

Jumlah  pengadaan 

barang milik daerah 

  % 100  120.000.000    Paket 2  29.719.000    Paket 2  29.719.000    

Sub Kegiatan Pengadaan 

Mebel 

Jumlah paket 

pengadaan mebeleur 

kantor 

  - -  -    - -  -    - -  -    

Sub Kegiatan Pengadaan 

Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung 

Kantor atau Bangunan 

Lainnya 

Jumlah Unit Sarana dan 

Prasarana Pendukung 

Gedung Kantor atau 

Bangunan Lainnya yang 

Disediakan 

  Paket 1  120.000.000    Unit 1  29.719.000    Unit 1  29.719.000    

Kegiatan Penyediaan 

Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah bulan 

Penyediaan Jasa 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    100  202.387.000    % 100  128.676.000    % 100  163.876.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Surat Menyurat 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa Surat 

Menyurat 

  Bulan 12  6.562.000    Laporan 12  3.281.000    Laporan 12  3.281.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, Sumber 

Daya Air dan Listrik 

yang Disediakan 

  Bulan 12  164.325.000    Laporan 12  101.814.000    Laporan 12  141.814.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Jasa Pelayanan Umum 

Kantor 

Jumlah Laporan 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor yang Disediakan 

  Bulan 12  31.500.000    Laporan 12  23.581.000    Laporan 12  18.781.000    

Kegiatan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Jumlah bulan 

Pemeliharaan Barang 

Milik Daerah 

Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

    100  390.831.000    Bulan 12  458.901.000    Bulan 12  485.401.000    

Sub Kegiatan Penyediaan Jumlah Kendaraan   Bulan 12  270.637.000    Unit 52  222.219.000    Unit 52  248.719.000    
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan 

Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan 

Dinas Operasional atau 

Lapangan yang 

Dipelihara dan 

dibayarkan Pajak dan 

Perizinannya 

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan Mebel 

Jumlah Mebel yang 

Dipelihara 

  Unit 30  7.875.000    Unit 30  7.000.000    Unit 30  7.000.000    

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan Peralatan 

dan Mesin Lainnya 

Jumlah Peralatan dan 

Mesin Lainnya yang 

Dipelihara 

  Paket 30  44.625.000    Unit 30  30.000.000    Unit 30  30.000.000    

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan/Rehabilitasi 

Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

Jumlah Gedung Kantor 

dan Bangunan Lainnya 

yang 

Dipelihara/Direhabilitasi 

  Paket 1  67.694.000    Unit 1  199.682.000    Unit 1  199.682.000    

Program 

Penyelenggaraan Lalu 

Lintas dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

Indeks Infrastruktur 

Perhubungan 

  % 79,78 23.267.749.000    % 79,78 28.467.122.000    % 79,78 20.750.194.000    

Kegiatan Penyediaan 

Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota 

Peresentase 

ketersediaan 

perlengkapan jalan 

  % 56 17.826.842.000    % 56 26.618.167.000    % 56 18.618.167.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Perlengkapan Jalan di 

Jalan Kabupaten/Kota 

Jumlah Perlengkapan 

Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota yang 

Tersedia 

  Paket  7 3.838.876.000    Unit 1329 16.554.401.000    Unit 450 8.554.401.000    

Sub Kegiatan Rehabilitasi 

dan Pemeliharaan 

Perlengkapan Jalan 

Jumlah Perlengkapan 

Jalan yang 

Terehabilitasi dan 

Terpelihara 

  Bulan 12 13.987.966.000    Unit 355      

10.063.766.000  

  Unit 355        

10.063.766.000  

  

Pengelolaan Terminal 

Penumpang Tipe C 

Pesentase 

ketersediaan Terminal 

Tipe C (Jumlah 

terminal yang 

terbangun dibagi 

jumlah terminal yang 

seharusnya ) 

  - -                                 

-    

  - -                                 

-    

  - -                                 

-    

Belum 

menjadi 

Prioritas 

Tahun 2025 

Pengembangan Sarana 

dan Prasarana Terminal 

Jumkah dokumen 

andalalin Jumlah kajian 

dokumen Terminal JJLS 

  - -  -    - -  -    - -  -    
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kegiatan Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas 

Parkir 

Jumlah Koordinasi 

Pengawasan Parkir 

    12 199.029.000    Bulan 12 103.970.000    Bulan 12 103.970.000    

Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan dan 

Pembangunan Fasilitas 

Parkir Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengawasan 

Pelaksanaan Izin 

Penyelenggaraan dan 

Terbangunnya Fasilitas 

Parkir Kewenangan 

Kabupaten/Kota 

  Bulan 12 199.029.000    Laporan 12 103.970.000    Laporan 12 103.970.000    

Kegiatan Pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor 

Persentase alat uji KIR 

dalam keadaan baik  

  % 100 1.545.535.000    % 100 314.166.000    % 100 339.198.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Sarana dan Prasarana 

Pengujian Berkala 

Kendaraan Bermotor 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor yang Tersedia 

  Paket 1              

950.000.000  

  Unit 1 173.003.000    Unit 1 173.003.000    

Sub Kegiatan Penyediaan 

Bukti Lulus Uji Pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor 

Jumlah Dokumen Bukti 

Lulus Uji Pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor 

  Bulan 12 480.799.000    Dokumen 6920 92.203.000    Dokumen 6920 117.235.000    

Sub Kegiatan 

Pemeliharaan Sarana 

dan Prasarana Pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor 

Jumlah Sarana dan 

Prasarana Pengujian 

Berkala Kendaraan 

Bermotor yang 

Terpelihara 

  Unit 9 114.736.000    Unit 9 48.960.000    Unit 9 48.960.000    

Kegiatan Pelaksanaan 

Manajemen dan 

Rekayasa Lalu Lintas 

untuk Jaringan Jalan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah bulan 

pengamanan dan 

koordinasi lintas 

sektoral 

  % 100 1.038.090.000    Bulan 12 621.595.000    Bulan 12 794.235.000    

Sub kegiatan 

Pengawasan dan 

Pengendalian Efektivitas 

Pelaksanaan Kebijakan 

untuk Jalan 

Jumlah Laporan 

Pengawasan dan 

Pengendalian 

Efektivitas Pelaksanaan 

Kebijakan untuk Jalan 

  Bulan 12 1.038.090.000    Laporan 12 621.595.000    Laporan 12              

794.235.000  
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota 

Kegiatan Persetujuan 

Hasil Analisis Dampak 

Lalu Lintas (Andalalin) 

untuk Jalan 

Kabupaten/Kota 

Jumlah rakor 

penilaian andalalin 

    12 41.601.000    Bulan 12 11.423.000    Bulan 12 11.423.000    

Sub Kegiatan Koordinasi 

dan Sinkronisasi 

Penilaian Hasil Andalalin 

Jumlah Laporan 

Koordinasi dan 

Sinkronisasi Penilaian 

Hasil Andalalin 

  Bulan 12 41.601.000    Laporan 12 11.423.000    Laporan 12 11.423.000    

Kegiatan Audit dan 

Inspeksi Keselamatan 

LLAJ di Jalan 

Rasio cakupan 

kebijakan pelaksanaan 

audit dan inspeksi 

keselamatan LLAJ dan 

Pengawasan 

Pengendalian 

Terhadap Sarpras 

Keselatan 

Transportasi 

  Bulan 12 2.355.876.000    % 100 474.717.000    % 100 477.717.000    

Sub Kegiatan 

Pelaksanaan Inspeksi, 

Audit dan Pemantauan 

Pemenuhan Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Laporan 

Inspeksi, Audit dan 

Pemantauan 

Pemenuhan 

Persyaratan 

Penyelenggaraan 

Kompetensi Pengemudi 

Kendaraan Bermotor 

Kabupaten/Kota 

      2.355.876.000    Laporan 12 474.717.000    Laporan 12 477.717.000    

Kegiatan Penyediaan 

Angkutan Umum untuk 

Jasa Angkutan Orang 

dan/atau Barang antar 

Kota dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

jumlah pengawasan 

dan pengendalian 

angkutan umum 

      106.090.000    Bulan 12 290.437.000    Bulan 12 372.837.000    

Sub Kegiatan 

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

Jumlah Laporan 

Pengendalian dan 

Pengawasan 

Ketersediaan Angkutan 

Umum untuk Jasa 

  Bulan 12 106.090.000    Laporan 48 290.437.000    Laporan 48 372.837.000    
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Urusan/ Bidang Urusan/ 

Program/ Kegiatan/ Sub 

Kegiatan 

  

Indikator Kinerja 

Rencana Murni Tahun 2025 APBD Murni Tahun 2025 APBD Perubahan Tahun 2025 

CATATAN 
Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan Target  
Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

Lokasi 

Output 

Kegiatan 

Satuan 

Target  

Target 

Capean 

 Pagu Indikatif 

(Rp.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

angkutan Orang dan/atau 

Barang Antar Kota dalam 

1 (satu) Kabupaten/Kota 

Angkutan Orang 

dan/atau Barang Antar 

Kota dalam 1 (Satu) 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan Penerbitan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Lintas Daerah 

Kabupaten/Kota dalam 

1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah dokumen 

pemenuhan 

persyaratan perolehan 

ijin penyelenggaraan 

angkutan orang 

dalanm tarayek lintas 

daerah Kab/Kota 

dalam satu daerah 

Kab/Kota 

    80 154.686.000    Dokumen 80 32.647.000    Dokumen 80                

32.647.000  

  

Sub Kegiatan Fasilitasi 

Pemenuhan Persyaratan 

Perolehan Izin 

Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Kabupaten/Kota dalam 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik 

Jumlah Laporan 

Pemenuhan 

Persyaratan Perolehan 

Izin Penyelenggaraan 

Angkutan Orang dalam 

Trayek Kewenangan 

Kabupaten/Kota dalam 

Sistem Pelayanan 

Perizinan Berusaha 

Terintegrasi Secara 

Elektronik 

  Dokumen 80 154.686.000    Unit 12 32.647.000    Unit 12 32.647.000    

  

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 
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Dari hasil review rencana awal pagu anggaran Renja Dinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 dengan 

Perubahan pagu anggaran Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 terdapat perubahan pagu 

anggaran yang cukup sigifikan yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran pada 

tahun, Adapun perubahan pagu anggaran sub kegiatan yang cukup signifikan 

sebagai berikut: 

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana pagu rencana awal sebesar 

Rp775.000.000 namun saat penetapan APBD Murni mengalami refokusing 

menjadi Rp452.077.000, hal ini dikarenakan adanya refokusing untuk rekening 

oprasional dan target rumah yang akan direbab berkurang menyesuaikan 

pagu anggaran yang ada. 

2. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman 

Kumuh pagu rencana awal sebesar  Rp4.250.000.000 dan untuk penetapan 

APBD Murni mengalami perubahan sebesar  Rp316.442.000 yang dikarekan 

adanya refokusing pagu anggaran.  

3. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan 

Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh 

dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha pagu rencana awal pada tahun 2025 

sebear Rp5.400.000.000, penetapan APBd Murni megalami refokusing 

anggaran menjadi Rp209.862.000. Namun untuk APBD Perubahan 

mengalami penambahan pagu menjadi Rp534.862.000, hal ini dikarenakan 

adanya refokusing pagu anggaran saat APBD Murni dan saat APBD 

Perubahan untuk target perbaikan rumah tidak layak huni bertambah. 

4. Kegiatan Penyediaan    Prasarana,    Sarana,    dan    Utilitas Umum  di  

Perumahan  untuk  Menunjang  Fungsi Hunian pagu rencana awal pada tahun 

2025 sebear Rp6.501.813.000, saat pagu APBD Murni pagu anggaran 

mengalami refokusing denan jumlah pagu Rp858.940.000 hal ini dikarenakan 

kegiatan DAK sudah tidak ditangani oleh pemerintah daerah lagi sehingga 

dialokasikan ke pembangunan tanki septik. Namun saat pagu APBD 

Perubahan menjadi Rp818.310.000 yang dikarekan adanya penguragan 

anggaran oprasional. 

5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada pagu rencana awal tahun 2025 

sebesar Rp4.264.291.000, saat penetapan APBD murni untuk gaji ASN 

menjadi sebesar RP6.303.182.000 dan pada pagu APBD Perubahan menjadi 

Rp5.894.125.000, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian gaji PNS dan 

CPNS tahun 2025. 

6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan pada rencana pagu 

rencana awal tahun 2025 sebesar Rp112.612.000, saat penetapan pagu 
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APBD Murni sebesar Rp33.763.000 namun pada pagu APBD Perubahan 

mengalami penambahan anggaran menjadi Rp245.081.000, hal ini 

dikarenakan adanya penambahan cetak karcis parkir. Pada tahun 2025 

semua pendapatan parkir tepi jalan maupun parkir khusus yang ada di 

Kabupaten Kebumen dikelola oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Perhubungan Kabupaten Kebumen sehingga perlu adanya penambahan 

anggaran cetak karcis parkir. 

7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pada pagu 

rencana awal tahun 2025 sebesar Rp67.694.000 namun pada pagu 

penetapan APBD Murni terdapat penambahan sebesar Rp199.682.000, 

penambahan pagu anggaran pada sub kegiatan ini dilakukan untuk merehab 

gedung. 

8. Penyediaan Perlengapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota pagu rencana awal 

pada tahun 2025 sebear Rp3.838.876.000 namun pada penetapan APBD 

Murni mengalami penambahan menjadi Rp16.554.401.000 dan saat APBD 

Perubahan pagu menjadi Rp8.554.401.000 dikarekan adanyan Pokir LPJU 

dan LPJU Reguler. Namun pada pengadaan LPJU Reguler terdapat 

perubahan pengadaan yang awalnya menggunakan LPJU Solar Cell menjadi 

LPJU Konvensional. 

9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan pada pagu rencana awal 

tahun 2025 sebesar Rp13.987.966.000 namun pada penetapan APBD Murni 

mengalami penambahan menjadi Rp16.554.401.000 dan saat APBD 

Perubahan pagu menjadi Rp10.063.766.000 dikarenkan refokusing anggaran 

sehingga untuk suku cadang LPJU dan pengadaan rehabilitasi perlengkapan 

jalan dikurangi dan mengutamakan pembayaran listrik LPJU. 

10. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

pada rencana awal tahun 2025 pagu sebesar Rp950.000.000 namun saat 

perubahan pagu menjadi Rp173.003.000, hal ini dikarenkan adanya 

refokusing pagu anggaran oprasional, pengurangan pengadaan alat uji 

kendaraan. 

11. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan 

Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor 

Kabupaten/Kota pagu rencana awal padu tahun 2025 sebear 

Rp2,355,876,000 dan pagu perubahan menjadi Rp477.717.000 dikarekan 

adanya pengurangan pagu anggaran tairkait dengan P2K yang terdaftar di 

database BKN yang nantinya akan dibayarkan melalui BPKSDM. 

12. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa 

angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 

pagu rencana awal tahun 2025 sebear Rp106.090.000 dan pagu perubahan 
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menjadi Rp372.837.000, hal ini dikarekan adanyan penambahan Bus Trans 

Kebumen yang awalnya 2 unit menjadi 4 unit sehingga untuk angaran 

perawatan bus dan BBM perlu adanya penambahan. 

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. 

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat disampaikan melalui Sistim 

Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sebagai hasil Musrenbang 

Desa/Kecamatan/Kabupaten dan usulan Pokok-Pokok Pikiran DRPD yang 

merupakan hasil dari penjaringan aspirasi masyarakat merupakan salah satu 

masukan yang penting dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten 

Kebumen tahun 2025. 

Usulan yang diakomodir adalah usulan yang sesuai dengan indikator prioritas 

pembangunan daerah Tahun 2025 sehingga usulan tersebut selaras dengan 

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan prioritas RKPD Tahun 2025. Validasi usulan 

Pokok – Pokok Pikiran telah dilakukan oleh OPD yang menjadi sasaran kegiatan 

yang diusulkan. Apabila terdapat ketidaksinkronan antara Renja dengan usulan 

atau lokus tidak dapat dikerjakan karena kewenangan atau secara teknis tidak 

dapat dilaksanakan, maka usulan tersebut tidak disetujui oleh OPD, dan 

selanjutnya untuk digantikan dengan usulan lain. Terhadap usulan yang tidak 

tersedia anggarannya, diusulkan penganggaran melalui provinsi dan pusat. 

Tabel 2. 9 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan (Pokok 

Pokok Pikiran DPRD Tahun 2025) 

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran Volume Catatan 

1. Urusan 
Penyelenggaraan 
PSU Perumahan   
 

Kabupaten 
Kebumen 

Jumlah pelayanan 
pengolahan air 
limbah domestik 

18.500.000 2 lokasi 
Jamban    (2 
usulan) 

 

2. Pencegahan 
Perumahan dan 
Kawasan 
Permukiman Kumuh 
pada Daerah 
Kabupaten/Kota 
 

Kabupaten 
Kebumen 

Jumlah perbaikan 
rumah tidak layak 
huni (RTLH) 

285.000.000 19 unit RTLH         
(11 usulan) 

 

3. Penyediaan 
Perlengkapan Jalan 
di Jalan 
Kabupaten/Kota 
 

Kabupaten 
Kebumen 

Peresentase 
ketersediaan 
perlengkapan 
jalan 

2.242.000.000 56 Paket 
LPJU (24 
Usulan) 

 

Jumlah 
 

15.119.720.000 37 Usulan 
 

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

Usulan Pokok Pikiran DPRD pada tahun 2025 terdapat 37 usulan dengan besaran 

anggaran 15.119.720.000 yang terdiri dari 3 kegiatan yang mendukung 

peningkatan infrastruktur daerah. Pada Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU 

Perumahan, Program ini berfokus pada peningkatan sanitasi di perumahan. 

Dengan anggaran sebesar 18.500.000, tujuannya adalah menyediakan 2 Lokasi 

Jamban yang berasal dari 2 usulan. Kemudian ada Kegiatan Pencegahan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota, 
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Program ini bertujuan memperbaiki kualitas hunian bagi masyarakat dengan 

alokasi dana sebesar 285.000.000, program ini akan memperbaiki 19 unit Rumah 

Tidak Layak Huni (RTLH) dari 11 usulan. Dan Kegiatan Penyediaan Perlengkapan 

Jalan, Ini merupakan program dengan alokasi anggaran terbesar yaitu 

2.242.000.000. Dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan 56 Paket 

Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) di jalan kabupaten/kota, yang berasal 

dari 24 usulan. 
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BAB 3 

TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 

3.1. Program dan Kegiatan  

Rencana kerja Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025 mencakup program dengan uraian sebagai berikut : 

Tabel 3. 1 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegsiatan Tahun Anggaran 2025 

URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN  

SUB KEGIATAN 

  

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 

 

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN 

 

PROGRAM PENGEMBANGAN 
PERUMAHAN 

 

Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau Relokasi 
Program Kabupaten/Kota 

 

 
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan 
Bencana atau Terkena Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah 
Korban Bencana atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota 

 

 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  

Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 
10 (Sepuluh) Ha 

 

 
Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya 
Masyarakat di Permukiman Kumuh 

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman 
Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) 
Ha 

 

 

Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 
Beserta PSU 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 
Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman 
Kumuh 

PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN KUMUH 

 

Pencegahan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

 

Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk 
Pencegahan Terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (Sepuluh) Ha 

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, 
SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 

 

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan  

 

Penyediaan    Prasarana,    Sarana,    dan    
Utilitas Umum  di  Perumahan  untuk  
Menunjang  Fungsi Hunian 

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka 
Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum Perumahan 

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG 
TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN 
DASAR 
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URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN  

SUB KEGIATAN 

PEMERINTAHAN BIDANG 
PERHUBUNGAN 

 

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN 
DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

 

 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  

 

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  

 
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

Administrasi Umum Perangkat Daerah  

 

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang- undangan 

Penyediaan Bahan/Material 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

 

 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 

 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air 
dan Listrik 

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 

 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan 

Pemeliharaan Mebel 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 

 

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 

 

 

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Kabupaten/Kota 

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan 
Jalan 

Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Fasilitas Parkir 

 

 

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  

 

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor 

Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala 
Kendaraan Bermotor 
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URUSAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ 
KEGIATAN  

SUB KEGIATAN 

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor 

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 

 

 
Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 
Kabupaten/Kota 

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu 
Lintas (Andalalin) untuk Jalan 
Kabupaten/Kota 

 

 
Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil 
Andalalin 

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 
Jalan 

 

 

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan 
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan 
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor 
Kabupaten/Kota 

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan 
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) 
Kabupaten/Kota 

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan 
Orang dalam Trayek Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

 

   

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan 
Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam 
Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik 

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Perhubungan Kabupaten Kebumen meliputi 2 urusan, 6 Program, 20 

kegiatan serta 38 sub kegiatan. 

3.2. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi dan Perangkat Daerah 

3.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2025 

Prioritas pembangunan Nasional pada Tahun 2025 diarahkan pada: 

a.) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia; 

b.) Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong  

kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi 

syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru; 

c.) Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja 

yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri 

kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi 

melalui peran aktif koperasi; 

d.) Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, 

pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta 

penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) 

dan penyandang disabilitas; 
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e.) Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya 

alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; 

f.) Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, 

pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan; 

g.) Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat 

pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba judi dan peneylundupan; 

serta 

h.) Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, 

alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk 

mencapai masyarakat yang adil dan makmur. 

3.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 diarahkan pada: 

a.) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan berkelanjutan 

berbasis sektor unggulan didukung dengan infrastruktur yang merata dan 

berkualitas; 

b.) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, 

berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata; 

c.) Peningkatan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan 

hidup dalam mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan; serta 

d.) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan kolaboratif. 

3.2.3. Prioritas Pembangunan Disperkimhub Tahun 2025 

Tema Pembangunan pada Disperkimhub berlandasan pada RKPD Kabupaten 

Kebumen Tahun 2025 yang bersumber pada arah kebijakan pembangunan 

daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yang telah dirumuskan pada 

dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu “Peningkatan 

Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Pemantapan Kualitas Pelayanan 

Publik dan Kualitas Sumber Daya Manusia”. 

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 58 Tahun 

2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 yaitu: 

a.) Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan 

akuntabel serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas; 

b.) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan 

produktif; 

c.) Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat; 

d.) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; dan 
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e.) Peningkatan kondusivitas wilayah, kemampuan mitigasi dan adaptasi 

bencana serta pengembangan nilai budaya masyarakat. 

Dan untuk prioritas pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman 

dan Perhubungan Kabupaten Kebumen terdapat pada point 4 yaitu: 

a.) Peningkatan infrastruktur berkelanjutan yang mendukung pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dilakukan melalui 

upaya: 

1.) pengembangan sistem dan jaringan infrastruktur dalam rangka 

meningkatkan konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi; 

2.) optimalisasi sistem jaringan air bersih perpipaan dalam rangka 

peningkatan layanan air bersih; dan  

3.) pengembangan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh 

perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hunian masyarakat. 

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Perangkat Daerah  

Berdasarkan prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025 

dan memperhatikan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 

yang menjadi target kinerja Rencana StrategisDinas Perumahan, Kawasan 

Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, maka 

rumusan tujuan sasaran rencana kerja tahun 2025 sebagaimana tabel sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perumahan, kawasan 

Permukiman dan Perhubungan 

No. Tujuan Sasaran Indikator Sarana Target 2025 

 Mewujudkan 
percepatan 
pertumbuhan dan 
pemerataan 
pembangunan 
yang berkelanjutan 

Meningkatnya infrastruktur 

wilayah  yang mendukung 
pertumbuhan ekonomi 
daerah melalui : 

 

Indeks Kualitas  
Infrastruktur Daerah 

66,89% 

Meningkatnya indeks 
infrastruktur perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
 

Indeks Infrastruktur 
perumahan dan 
kawasan Permukiman 
 

57,23% 

Terpenuhinya Infrastruktur 
Perhubungan 
 

Indeks Infrastruktur 
Perhubungan 

79,78% 

Meningkatkan tata kelola 
organisasi Disperkimhub Kab 
Kebumen 

Indeks kepuasan 
masyarakat 

85,50% 

Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

Dari tujuan dan sasaran rencana kerja OPD tahun 2025 Dinas Perumahan, 

Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen memiliki target 

tujuan mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan 

yang berkelanjutan dengan dengan target indikator sasaran indeks kualitas 

infrastruktur daerah sebesar 66,89%, serta target indeks infrastruktur perumahan 
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dan kawasan permukiman 57,23%, target indeks infrastruktur perhubungan 

79,78% dan target indeks kepuasan masyarakat 85,50%. 
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BAB 4 

RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN PERANGKAT 

DAERAH 

Rencana program dan kegiatan prioritas tahun 2025 merupakan rumusan dari hasil 

rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui 

proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024, diawali dari 

musrenbang tingkat desa/kelurahan, musrenbang tingkat kecamatan, forum perangkat 

daerah tingkat perangkat daerah, forum lintas perangkat daerah di tingkat kabupaten, 

konsultasi publik rancangan awal RKPD hingga Musrenbang RKPD tahun 2024, 

dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pembangunan 

urusan perumahan, permukiman dan perhubungan, baik unsur masyarakat, unsur 

kecamatan/desa, unsur perangkat daerah, unsur lembaga swadaya masyarakat 

maupun unsur legislatif, dll. 

Program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Rencana Kerja tahun 2025 

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen, 

sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 4. 1 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Rencana Kerja 

Perubahan Tahun 2025 

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

Rencana Murni 
Tahun 2025  

APBD Murni 
Tahun 2025  

APBD 
Perubahan 
Tahun 2025  

1 2 3 4 

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN 

47.985.609.000  38.381.649.112  30.897.122.112  

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN 
PERMUKIMAN  

18.681.631.000  2.658.989.000  2.995.989.000  

Program Pengembangan Perumahan   850.000.000   479.076.000   479.076.000  

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan 
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 
Relokasi Program Kabupaten/Kota  

 75.000.000   26.999.000   26.999.000  

Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi 
Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program 
Kabupaten/Kota  

75.000.000  26.999.000  26.999.000  

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi 
Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program 
Kabupaten/Kota  

775.000.000  452.077.000  452.077.000  

Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban 
Bencana  

 775.000.000   452.077.000   452.077.000  

Program Kawasan Permukiman  4.534.533.000  599.276.000  590.576.000  

Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) ha  

4.534.533.000  599.276.000  590.576.000  

Sub Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelompok 
Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh  

 4.250.000.000   316.442.000   316.442.000  

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan 
Permukiman Kumuh  

 284.533.000   282.834.000   274.134.000  

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman 
Kumuh  

 5.490.000.000   227.971.000   552.971.000  

Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Kumuh pada Daerah 
Kabupaten/Kota  

 5.490.000.000   227.971.000   552.971.000  

Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 5.400.000.000   209.862.000   534.862.000  
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Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

Rencana Murni 
Tahun 2025  

APBD Murni 
Tahun 2025  

APBD 
Perubahan 
Tahun 2025  

1 2 3 4 

untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan 
Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar 
Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di 
Bawah 10 (sepuluh) Ha  

Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak 
Layak Huni beserta PSU di Luar Kawasan 
Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 
(sepuluh) Ha  

90.000.000  18.109.000  18.109.000  

Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan 
Utilitaas Umum (PSU)  

 7.807.098.000   1.352.666.000   1.373.366.000  

Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan    7.807.098.000   1.352.666.000   1.373.366.000  

Sub Kegiatan Penyediaan    Prasarana,    Sarana,    
dan    Utilitas Umum  di  Perumahan  untuk  
Menunjang  Fungsi Hunian  

 6.501.813.000   858.940.000   818.310.000  

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 
rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas 
Umum Perumahan  

 1.305.285.000   493.726.000   555.056.000  

URUSAN PERHUBUNGAN  29.303.978.000   35.722.660.112   27.901.133.112  

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah 

 6.036.229.000   7.255.538.112   7.150.939.112  

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

 80.023.000   62.329.000   62.329.000  

Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

 47.687.000   44.582.000   44.582.000  

Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  32.336.000   17.747.000   17.747.000  

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

 4.719.252.000   6.404.472.112   5.995.415.112  

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  4.264.291.000   6.303.182.000   5.894.125.000  

Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

 454.961.000   101.290.112   101.290.112  

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

 119.225.000   49.275.000   80.715.000  

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi 

 119.225.000   49.275.000   80.715.000  

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  404.511.000   122.166.000   333.484.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

 13.387.000   10.240.000   10.240.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor  46.725.000   17.887.000   17.887.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

 112.612.000   33.763.000   245.081.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang- undangan 

 7.875.000   4.000.000   4.000.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material  112.875.000   32.451.000   32.451.000  

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi SKPD 

 111.037.000   23.825.000   23.825.000  

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

 120.000.000   29.719.000   29.719.000  

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel  -   -   -  

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 

 120.000.000   29.719.000   29.719.000  

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah 

 202.387.000   128.676.000   163.876.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  6.562.000   3.281.000   3.281.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik 

 164.325.000   101.814.000   141.814.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

 31.500.000   23.581.000   18.781.000  

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

 390.831.000   458.901.000   485.401.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, 
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 

 270.637.000   222.219.000   248.719.000  

Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel  7.875.000   7.000.000   7.000.000  

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

 44.625.000   30.000.000   30.000.000  
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Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ 
Sub Kegiatan 

Rencana Murni 
Tahun 2025  

APBD Murni 
Tahun 2025  

APBD 
Perubahan 
Tahun 2025  

1 2 3 4 

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya 

 67.694.000   199.682.000   199.682.000  

Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan (LLAJ) 

       
23.267.749.000  

       
28.467.122.000  

       
20.750.194.000  

Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di 
Jalan Kabupaten/Kota 

       
17.826.842.000  

       
26.618.167.000  

       
18.618.167.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di 
Jalan Kabupaten/Kota 

3.838.876.000  16.554.401.000  8.554.401.000  

Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan 

13.987.966.000  10.063.766.000  10.063.766.000  

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C -    -    -    

Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal  -   -   -  

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan 
Pembangunan Fasilitas Parkir 

199.029.000  103.970.000  103.970.000  

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan 
dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

199.029.000  103.970.000  103.970.000  

Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan 
Bermotor 

1.545.535.000  314.166.000  339.198.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

950.000.000  173.003.000  173.003.000  

Sub Kegiatan Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian 
Berkala Kendaraan Bermotor 

480.799.000  92.203.000  117.235.000  

Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 

114.736.000  48.960.000  48.960.000  

Kegiatan Pelaksanaan Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan 
Kabupaten/Kota 

1.038.090.000  621.595.000  794.235.000  

Sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian 
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan 
Kabupaten/Kota 

1.038.090.000  621.595.000  794.235.000  

Kegiatan Persetujuan Hasil Analisis Dampak 
Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan 
Kabupaten/Kota 

41.601.000  11.423.000  11.423.000  

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 
Penilaian Hasil Andalalin 

41.601.000  11.423.000  11.423.000  

Kegiatan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ 
di Jalan 

2.355.876.000  474.717.000  477.717.000  

Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan 
Pemantauan Pemenuhan Persyaratan 
Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi 
Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota 

2.355.876.000  474.717.000  477.717.000  

Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk 
Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar 
Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

106.090.000  290.437.000  372.837.000  

Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan 
Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 
1 (satu) Kabupaten/Kota 

106.090.000  290.437.000  372.837.000  

Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota 

154.686.000  32.647.000  32.647.000  

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik 

154.686.000  32.647.000  32.647.000  

  
Sumber : Data Disperkimhub Kab. Kebumen Tahun 2025 

Rencana awal tahun 2025 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan 

Perhubungan Kabupaten Kebumen dengan pagu anggaran sebesar 
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Rp47.985.609.000, namun pada APBD Murni tahun 2025 mengalami penurunan 

pagu anggaran menjadi Rp38.381.649.112 dan pada APBD perubahan juga 

mengalami penurunan pagu anggaran menjadi Rp30.897.122 hal ini terjadi karena 

adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang mengharuskan adanya refokusing 

pagu anggaran yang bertujuan untuk efisiensi belanja negara dan penajaman fokus 

pada program-program prioritas pemerintah. Untuk pemenuhan pelayanan 

Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat 

dilihat dalam lampiran. 



BAB 5

PENUTUP

Dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 memuat evaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaannya yang bersifat

indikatif, prioritas dan sasaran pembangunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, serta kaidah pelaksanaannya.

Dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Perhubungan Kabupaten Kebumen fahun 2025 berpedoman pada Dokumen

Perubahan RKPD Tahun 2025 dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) dan menjadi landasan

penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD)

Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan

Kabupaten Kebumen Tahun 2025 ini mempunyai peran yang penting dalam

pencapaian targeFtarget pembangunan daerah sekaligus merupakan pedoman

pelaksanaan kegiatan perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan

adanya dokumen perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman

dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2025, diharapkan Dinas Perumahan,

Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupate Kebumen secara konsisten dan

komprehensif mengupayakan tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang telah

ditetapkan.

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
N DAN PERHUBUNGAN

BUMEN

M T
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I
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POKOK-POKOK 

PIKIRAN DPRD 

TAHUN 2025 

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN 



NO. 

URUT

NO. 

SIPD
PENGUSUL USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI USULAN KE OPD TUJUAN AWAL OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN  ANGGARAN SUB KEGIATAN

1 22 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan di Dukuh Bunder RT 03 RW 01 Desa 

Kembangsawit Kec. Ambal membutuhkan 

LPJU, senilai RP. 38.500.000

Dukuh Bunder RT 03 RW 01 

Desa Kembangsawit Kec. 

Ambal, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Paket                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

2 23 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan Masuk makam Ceting, Jalan 

Pagedangan, Jalan masuk Musholla 

Karanggayam membutuhkan LPJU, senilai 

RP. 115.500.000

Desa Surobayan, Kecamatan 

Ambal, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

3 Paket                  115.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

3 24 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan dusun Gentan, dukuh Winong Wetan, 

dusun Dukuh. Desa Dukuhrejosari Kec. 

Ambal membutuhkan LPJU senilai RP. 

115.500.000

Desa Dukuhrejosari Kecamatan 

Ambal, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

3 Paket                  115.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

4 41 Pairi Penyediaan Jamban Pak Joko RT 01 RW 02 Desa Sitirejo belum 

mempunyai Jamban RP. 9.500.000

Pak Joko RT 01 RW 02 Desa 

Sitirejo Kec. Klirong, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 unit                      9.500.000,00 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian

5 74 Qoriah Dwi Puspa, 

SS, M.Pd

Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan di Desa Rangkah memerlukan LPJU 

10 titik, senilai RP. 385.000.000

Desa Rangkah, Kec. Buayan, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

10 Paket                  385.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

6 75 Qoriah Dwi Puspa, 

SS, M.Pd

Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan di Desa Adiwarno memerlukan LPJU 

10 titik, senilai Rp. 385.000.000

Desa Adiwarno Kec. Buayan, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

10 Paket                  385.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

7 111 Wahid Mulyadi A.Md Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

kondisi rumah sangat tidak layak perlu 

perbaikan RTLH sebanyak 4 unit 

membutuhkan anggaran sebesar Rp. 80 Juta

a.n Suratno RT. 03 RW. 04, 

a.n Subur RT. 03 RW. 01, a.n 

Mahrus RT. 02 RW. 02, a.n 

Ratno RT. 01 RW. 05 Desa 

Pujotirto Kec. Karangsambung, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

4 Unit                    60.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

8 202 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan di Pedukuhan Kauman RT 02 RW 01 

membutuhkan LPJU senilai Rp. 38.500.000

RT 02 RW 01 Desa 

Blengorkulon Kec. Ambal, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Paket                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

9 204 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan di Gang Garuda, Gang Kaswari Gang 

Jambu Desa Sidomulyo membutuhkan 3 

LPJU senilai Rp. 115.500.000

Desa Sidomulyo Kec. Ambal, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

3 Paket                  115.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

10 235 Wahid Mulyadi A.Md Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

"kondisi rumah sangat tidak layak perlu 

perbaikan RTLH sebanyak 6 unit 

membutuhkan anggaran sebesar Rp. 120 

Juta

"

a.n Noto Diharjo RT. 01 RW. 

03, a.n Muniri RT. 05 RW. 06, 

a.n Nuryanto RT. 05 RW. 06, 

a.n Ikhsanudin RT. 05 RW. 06, 

a.n Eri Setiyoati RT. 01 RW. 

01, a.n Suradi RT. 05 RW. 06 

Desa Sawangan Kec. Alian, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

6 Unit                    90.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

11 243 H. Sarimun, S.Sy. Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

BANTUAN LPJU TENAGA SURYA JALAN 

MENUJU SEMBIR 2 TITIK DESA BAGUNG 

KECAMATAN PREMBUN SEBESAR Rp 

70.000.000

DESA BAGUNG KECAMATAN 

PREMBUN

, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 TITIK                    70.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

12 294 Agus Hamim, S.Pd.I Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Rumah mengalami kerusakan, tidak layak 

huni Rp. 20 Jt

Rumah Bp. Satriyono Desa 

Lemahduwur RT 02 RW 01 

Kec. Kuwarasan, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Paket                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

USULAN ASPIRASI UNTUK DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN KEBUMEN

TAHUN 2025



NO. 

URUT

NO. 

SIPD
PENGUSUL USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI USULAN KE OPD TUJUAN AWAL OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN  ANGGARAN SUB KEGIATAN

13 299 Agus Hamim, S.Pd.I Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Rumah Bp. Paryono sudah tidak layak huni, 

Rp. 20 Jt

Rumah Bp. Paryono RT 02 RW 

01 Desa Banjareja Kec. 

Kuwarasan , Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

14 301 Agus Hamim, S.Pd.I Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Rumah Ranis sudah tidak layak huni, Rp. 20 

Jt

Rumah Ranis Rt 01 Rw 02 

Desa Banjareja Kec. 

Kuwarasan, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

15 304 Agus Hamim, S.Pd.I Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Rumah Rino Romelan sudah tidak layak 

huni, Rp. 20 Jt

Rumah Rino Romelan RT 02 

RW 02 Desa Banjareja Kec. 

Kuwarasan, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

16 307 Agus Hamim, S.Pd.I Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Rumah Sugeng Sudah tidak layak huni, Rp. 

20 Jt

Rumah Sugeng RT 02 RW 02 

Desa Banjareja Kec. 

Kuwarasan,, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

17 312 Agus Hamim, S.Pd.I Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Rumah Kasimin Sudah tidak layak huni, Rp. 

20 Jt

Rumah Kasimin Rt 01 Rw 02 

Desa Banjareja Kec. 

Kuwarasan,, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

18 316 H Gito Prasetyo, ST Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Belum tersedianya LPJU Dukuh Pesalakan 

RT 01 RW 05 Desa Karangduwur 

Kecamatan Petanahan Rp. 77.000.000

Dukuh Pesalakan RT 01 RW 

05 Desa Karangduwur 

Kecamatan Petanahan, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 Unit                    77.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

19 322 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan Landuan depan makam Amongsari RT 

03 RW 02 dan perempatan Jl Sintir di jalan 

Landuan RT 03 RW 02 memerlukan LPJU  

senilai RP. 77.000.000

RT 03 RW 02, RT 03 RW 02 

Desa Sumberjati  Kec. Ambal, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 Paket                    77.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

20 327 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Dukuh Benertunjung Pertigaan depan rumah 

bu Rahni dan RT 02 RW 03 depan rumah 

pak Wartono RT 02 RW 01,  Desa 

Benerwetan memerlukan  LPJU senilai Rp. 

77.000.0000

Desa Benerwetan Kec. Ambal, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 Paket                    77.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

21 416 H. Saman Halim 

Nurrohman

Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Perlu adanya peningkatan Rumah Tidak 

Layak Huni, sebesar Rp 20.000.000

Suratmin, Rt 02 RW 05, Desa 

Banyumudal,Kecamatan 

Buayan, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha



NO. 

URUT

NO. 

SIPD
PENGUSUL USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI USULAN KE OPD TUJUAN AWAL OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN  ANGGARAN SUB KEGIATAN

22 417 H. Saman Halim 

Nurrohman

Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Perlu adanya peningkatan Rumah Tidak 

Layak Huni, sebesar Rp 20.000.000

Edi Suparman, RT 07 Rw 02 

Desa Adiwarno, Kecamatan 

Buayan, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

23 419 H. Saman Halim 

Nurrohman

Perbaikan Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH)

Perlu adanya peningkatan Rumah Tidak 

Layak Huni, sebesar Rp 20.000.000

Paryono, RT 02 RW 02 Desa 

Karangbolong, Kecamatan 

Buayan, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 unit                    15.000.000,00 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 

untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh 

dan Berkembangnya Permukiman 

Kumuh di Luar Kawasan Permukiman 

Kumuh dengan Luas di Bawah 10 

(Sepuluh) Ha

24 464 Akhmad Haujaki Al 

Amkani

Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Perlunya bantuan penerangan jalan di Desa 

Indrosari 2 titik sebesar 77 juta 

Desa Indrosari Kecamatan 

Buluspesantren, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 titik                    77.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

25 466 Akhmad Haujaki Al 

Amkani

Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Masih perlunya bantuan penerangan jalan di 

Desa Kutosari sebesar 77.000.000 

Desa Kutosari Kecamatan 

Kebumen, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 Paket                    77.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

26 496 H. Suprapto Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Permohonan Lampu Penerangan Jalan 

Kelurahan Plarangan sebesar Rp  

140.000.000

Kelurahan Plarangan, 

Karanganyar, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 unit                  140.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

27 654 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan di Depan sekolahan SD Sidoluhur 

samping rumah pak Sias RT 01 RW 2 dk. 

Krajan kulon Desa Sidoluhur membutuhkan 

LPJU, senilai Rp. 38.500.000

Jalan Depan sekolahan SD 

Sidoluhur samping rumah pak 

Sias RT 01 RW 2 dk. Krajan 

kulon Desa Sidoluhur Kec. 

Ambal , Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Paket                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

28 665 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan Kyai H Jamil pertigaan Putihan RT O2 

RW O2 Desa Prasutan membutuhkan 

LPJUsenilai Rp. 38.500.000

Jalan Kyai H Jamil pertigaan 

Putihan RT O2 RW O2 Desa 

Prasutan Kec. Ambal, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Paket                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

29 682 Akhmad Haujaki Al 

Amkani

Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Masih perlunya bantuan untuk penerangan 

jalan desa Kutosari salam 2 titik senilai 

77.000.000

Desa Kutosari Kecamatan 

Kebumen, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 paket                    77.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

30 705 Tatag Sajoko, SH Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Membutuhkan Lampu Penerangan jalan 

Umum Tenaga Surya

(Jembatan Dukuh) Rt 02 Rw 02 

Desa Pujodadi Kecamatan 

Bonorowo , Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 UNIT                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

31 706 Tatag Sajoko, SH Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Membutuhkan Lampu Penerangan jalan 

Umum Tenaga Surya

(Pertigaan Samingun/ Arah 

Pujodadi Karangcangkring) Rt 

01 Rw 01 Desa Pujodadi 

Kecamatan Bonorowo, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 UNIT                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

32 707 Tatag Sajoko, SH Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Membutuhkan Lampu Penerangan jalan 

Umum Tenaga Surya

(Pertigaan Arah Pujodadi-

Bonjokkidul) Rt 03 Rw 03 Desa 

Pujodadi Kecamatan Bonorowo, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 UNIT                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

33 738 Agus Supriyanto Penyediaan Jamban Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 9,000,000 

Untuk penyediaan jamban di Balai RT 02 RW 

03 dk Purwodadi Desa Karanggayam 

kecamatan Karanggayam Rp.9.000.000

Balai RT 02 RW 03 dk 

Purwodadi Desa Karanggayam 

kecamatan Karanggayam, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 unit                      9.000.000,00 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan 

Utilitas Umum di Perumahan untuk 

Menunjang Fungsi Hunian

34 796 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan Pojok Utara timur lapangan desa 

Sidomukti/belakang rumah KH Solikhun 

membutuhkan LPJU senilai Rp. 38.500.000

Jalan Pojok Utara timur 

lapangan desa 

Sidomukti/belakang rumah KH 

Solikhun Kec. Ambal, Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Paket                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota



NO. 

URUT

NO. 

SIPD
PENGUSUL USULAN MASALAH ALAMAT LOKASI USULAN KE OPD TUJUAN AWAL OPD TUJUAN AKHIR VOLUME SATUAN  ANGGARAN SUB KEGIATAN

36 890 Krismawati Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Perlu adanya bantuan pengadaan tiang listrik 

(Pal Besi) di RT.002/RW.06 LENGKARA, 

BABADSARI KECAMATAN 

KUTOWINANGUN sebesar Rp 30.000.000

RT.002/RW.06 LENGKARA, 

BABADSARI KECAMATAN 

KUTOWINANGUN , Kab. 

Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 paket                    30.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

37 920 Agus Hamim, S.Pd.I Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Desa Lemahduwur memerlukan penerangan 

jalan Rp. 77 Juta

Jalan Desa Lemahduwur Kec. 

Kuwarasan, Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

2 Unit                    77.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota

38 1012 Hesti Nuraini, SM Pengadaan Lampu 

Penerangan Jalan Umum 

(LPJU)

Jalan Pintu air dusun Daratan RT 04 RW 03 

desa Sidomukti memerlukan LPJU senilai 

Rp. 38.500.000

Pintu air dk Daratan RT 04 RW 

03, desa Sidomukti Kec. Ambal, 

Kab. Kebumen

Kabupaten / Kota DINAS PERUMAHAN, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN

DINAS PERUMAHAN, 

KAWASAN PERMUKIMAN 

DAN PERHUBUNGAN

1 Paket                    38.500.000,00 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 

Kabupaten/Kota
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CAPAIAN INDIKATOR 

KINERJA TRIWULAN I 

TAHUN 2025 DINAS 

PERUMAHAN, 

KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN 

PERHUBUNGAN 

KABUPATEN KEBUMEN 
 

 



CAPAIAN TARGET KINERJA TW ITAT|UN 2025
DINAS PERUIIiAHAN, KAWASAN PER]tIUKIMAN DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN XEBUITIEN

tTh

Target KlnGrlr
Tahun b€rjalen Satuan TWt TWI TW l[ Jumlah CaprLnNo tlrurad Program, K.ghtan

Indlkatoi Kh6rF Prcgrrm
(ontcom.)/Xo0ldm (ornput)

6 7 a 9 t11 2 3 a 5 10

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN OAII PERHUBUNGAN

57,23 7t, t6 ?{,16 121,31'| URUSAN PERUMAHAI'I DAN KAWASAN
PERMUKIMAN

lndek3 lrf,a3truktur Pe,umahan dan
Kawrsah Permuklman

t00 0 0 0,00Program Penoemttangan Perumahan Persantrs6 Pant/adlaan drn
Reh.bllltasi Rumahlayak Hunl Bagl
Ko.ban B€ocenr Ka b0patar/Kota
JumLh pendataan dan ideotill ka3l
lokasl tawan bcncana atau relok€sl

26 Lokasl Xec. 0 0 0,o0xeglatan Pelldataan Penyedlaan dan
Rchablllla3l Rumah Korban Bencana
rtau Relol(asl Program Ka brpatarrKota

1 Dokumen 0 0 0,00Sub (egiatan ldont'fikasi Porumahan di
Lokasr Rawan Bencane ateJ Terkena
R.l6ksi Prooram Kebubaten/kota

Jumleh Ook/men oata Rumdr di Lokasi
Rawan Bencana Kabupatory'Kota

Keolatan Pcmbangunan dan
Rehabllltaal Rumah Kortan Beocana
rtau RGloXasl Prcgram KabupalcrrKot

Jumlah rumrh lorban bancana yanC
dl.chaUllt6tudlr.lok!sl

l0 Unll Paket 0 0 0,00

10 Unit Rumah 0 0Sub Keoiatan Rehebilitasi Rumeh bagi
Korban Eencana

Junlah Rumah Korban Bencana
Kabuoatery'Kota vano Terehabiltasr
Persantaso porEnganan kawaEn
kumuh dl b.w.h l0 H.

26,29 48,63 48,63 18,1.98Progaam Kawasan Permuklman

1,2 0 0 0,00K.gllt n Pcoataan dan Penlmkatan
Kualltas Kawa3an Permuklman Kumuh
dongan Luas dl Bawah l0 (3epuluh) ht

Jumlah pa.muklmln kumuh yan!
dltanganl

Ha

0 0,00Sub K6gistan Psmbenfu kan/Pembinean
K.lompok Swrdeya Mssyarakat di
PemuUman Kumuh

Jumlah K6lorhpok SwEdaye Masyarakat di
Permukimen Kumuh yang dibentuUdibin

1 Kolompok 0

Jumliah parmuklman kumuh yang
dttanoanl

Ha 0 0 0,00Koelatan P.nlnglrt n Kualltas
Kawasan Permuklman Kumuh dengan
Lua3 dl Bawah t0 (S6puluh) Ha

1 Dokumen 0 0 0,00K.ia Seme P€6aikan Rumah Tidak Leyak
Huni Bes€rta PSU

Jumlah Dokumen Kcsopakatan K6rja
Sama dalam Porbaiken Rumah Trdek
Levak Huni Besana PSU
Jumlah Laporan Ha8{ Koordin6i ddr
Sinkonisasi Pcngondaliah
Penyal€nogerean
PcmugaEr/Per6majaan Parmukiman

1 Laporen 0 0 0.00Sub Kooiaten KoordEei &n Shlao.i6asi
Pano6ndefian Ponataai
PomugsadPcGmajean Pcrmuktmen
Kumuh

Prcglam Perumahtn dan Kavasan
Permuklman Kumuh

Peraantas. Rumah Tldak Lryak Hunl
Lrtrnoanl

s8,16 64,56 0a,56 73,23

0 0,00KcgLtan Panccgahan Peaumrhan dan
Kawe3an Permuklman Xumuh prda
D!.rrh KeblJDaten Kota

Jumlrh p.rb.llln rurnah tldal hyll
hunl

5 Unlt 0

0 0 0,00Sub Kegiaten Perbaikan Rumah Tidak
Layek Huni untrk pcncegehen torhadap
Tumhfi dan B€*ambangnya Permukiman
Kuml*l dilu, Kar/E3sn Plrmukimsn
Kuhuh dcngan Luas di Be\reh 10 (6cpduh)

Jumlah Rum*r Tidak Leyak Huni untuk
Pencagahan T6rhadap Tumbuh dan
Be.kembanghye Pe.mukime.t Kumuh di
Luer Katr6an Pcrmukiman Kumdr
dcngao Lua3 di ga\rah 10 (Sep![fi) Ha

5 Unit Rumsh

'lLD

%

0,00

1,2

F



l/o uru!5r, P.ogram/ Kaollt n
lndlkaior Kln6da Program

(out6lm.IK.ghtan (olrtput)

7arlct Klr.rl!
Tahun bc4llan

mh 2026I
Satuan TWI TWI TW l[ Jumleh capal.n

I 2 3 1 5 6 7 I 0 10 11

Proglam Penlngkalan P.!sa.am,
Srrana dan Utllt rs Umun esul

PoBontare Ponlngkatan alra! llr
limb6h aman

1,17 u. 3,67 3,67 313,88

urur.n Pcnt/eLnogaraan PSU
P.rumahan

Jumlah pabyanan perEolahan al.
llmb.h domc.dk

Paket 0 0 0,00

Sub K6eiet6n Penyldaan Prc€arria,
Sarana. dr! tnilites umlm di
P.tum*arl (rrtuk Monuni*lg Ft)rE[ri

Jumlah Lokei Pcrumahan yang
Oisrdiaken Plasdaf)a, Seana, clrr
Ulilta6 Umum yang Monuniang FtrEEr

3 Lokasi 0 0 0,00

Sub K6giaten Koordinasi dan Sinkonisa6i
delim rangka Penyodlaan PressraaE,
Sarana. dan Ulilitas Umum P6rum.han

Jumlah Laporan H6il Koonlnasr dsn
Sinkroni6a6i delam rangke Porryodlaan
Prasarane, Sarane, dan Utilitas Umum

12 Laporan 3 3 25,00

2 URUSAN PERHUBUNGAN lndels lnlraahuktur Perhubunqan 79,74 v" 75.78 75,78 94.99
Prcgr.m Penunlang Uru3an
Pomorlntahtn Daerah

cakupan Pelayanar Penunlang Urulan
Prm.dntahrn oaal.h

100 25.00 25,00 25,00

KoClatan Perercanaan, Ponganggaran,
dan Evrluasl Klnerra Perangkat Dae.ah

JumLh dokumen parencanaan dan
GvaluaC hnadr paranglat dacrah yano
teaau{rn

I Dokumen I 1 t{,41

Sub Koeietan Penyusunan Dokumcn
Psrcrlcanern Peranokai D66rah

Jumlah Ookumon Pcroncanaan Parengkel
Daereh

5 Dokrmen 3 3 80,00

Sub Kogiatan Evaluasi Kincrja P€rengkat
Da.reh

Jumleh Leporan Evaluasi Klnerja
Peranok6t Deoreh

4 Dokumen 1 1 25,00

Kcglatan Admlnl3trall Xeuangan
PGranokat Oaerah

Jumhh buhn adhlnlltra3l kouang.n
DCaamkat daorah

l2 Bulan 3 3 25,00

Sub Kcoietan Penyediean Gajr dan Jumlah Orano yang Monenma Goji den 55 Orengy'Bulan 38 38 89,09

Sub Kagietan Pelaksanaen Ponelarsahaan
dan Pongujian/Vorifkasi K€udrgen SKPD

Jumlah Ookumcn Ponatat,sd|asn dan
Pongujien/Vcrrf kasi Keuengen SKPD

12 Dokumen 4 4 33,33

Kcglltan Admlnlstaaal KspGgawalan
PGraholat oaelah

Jumlah keglatan admlnlBt.a!l
keocoawalan Daranokat dae,ah

10 Dokumen 0 0 0,00

Sub Kogiatan Pendidiken den Palatihan
PaOewaa Eerdasarkan Tuge6 den Fungsi

Jumlah P6gawai Eordsarkan TuCas dan
Funosi yeng M.ngikdi Pondadiken dan

s5 Orang 0 0 0,00

K.!ht n MmlnBtr.C Unum P...ngl.t
Orarah

Jumlrh bulan palaksanaan leglat n
admlnbtasl umum per.ngtat deerah

't2 Bulan 3 3 25,00

Sub K6oiatan Penyedean Komponen
ln6talesi ListriUPenerangan Bangunan
Kador

Jumlah Paket Komponen lnstelasi
Lisrik/Psncrengan Bangunen Kaartor yang
Disedirkrn

4 3 3 75,00

Sub Kcgiatan Penyediaan Bahan Logistik Jumlah P6k6t Bahan Logistk Kantor yano
Dis€diekan

12 3 3 25,00

Sub Ksgietan Penycdiaan EarenC C€lakan
drn P6nooendean

Jumlah Pak€t Barang Cetakan d€n
Penoo6ndaan vano Oisediekan

12 Paket 3 3 25,00

Sub Kcgiatan Penycdaan B€hen Bacaan
den Pcrefuran Pcrundeno- undengen

Jumlah Dokumon Bahsn Bacaan den
Perafu ran Pcrundang-Undangan yang

36 Ookumen I 9 25,00

Sub Kogiaten Penycdiasn BeharvMatodal Jumleh Paket BaharvMaterial yang 12 Paket 3 3 25,m

Sub Kogiatan Penyolonggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultssi SKPO

Jumlah Loporan Ponyelengoaraan Repat
Koordinasi d.n Konsult€si SKPD

12 Laporan 3 3 25,00

KagLtrn P6ngadaan Be.ang Mlllk
Da..ah Penuniang t ru3an Pemedntah
Oaarah

Juml.h pengadaan barang mlllf
daorah

2 Paket 0 0 0,00

Sub Kcgratan Pengadaan M6b6l Jumlsh pakal pengadaan mebcleur l€r{or

3



No Ur$an/ Prcgram, Kcght r hdlktlor Klnorrr Program
(oqtcornclK€gLtan (ostput)

Targct Klmd.
Tahun b.dd.n

fih 20261
Safuan TWt TWI TW Jumlth capohn

I 2 3 1 5 6 7 9 10 11

Sub K6oietan Pongsdeen SsrEne dan
Pr6erans Prndukung G€dlng Kantor atau

Jumlah Unit SaEna dan Prasarane
Pendukung Gedung Kentor ateu
B.nounen Lar'nve vend Dis6diakan

1 Unit 0 0 0,00

Kerlatan Penyediaan Jasa Ponunlan!
Urusan Pome ntahan Daorah

JumLh buLn Panyodllan Jast
Ponun ang Uru5an Pama.lntehan
Dae,ah

12 Eulan 3 3 25,00

Sub Kegistan Penyediaan Jas€ Surat Jumlah Leoran Porryediaen Jasa Surat 12 3 3 25,00

Sub Kegiaten Pcnyediean JGe
Komunikasi, Sumbor Daye Air dan Listik

Jumldr Laporan Pcnyedieen Jaaa
Komu ka3i. Sumbrr Oaya A,r dan Li6tik

12 Leporan 3 3 25.00

Sub Kogletan Panyedaaan Jaso Polayanen
Umum Kantor

Jumleh Laporen Perryediaen Jesa
Polayanan Umurn Kantor yano Disediakan

12 Laporan 3 3 25.00

Ke0llt n Penollhaaaan Barang Mlll*
Oa.rah Pchunlang Urusan
Pcmcrlntahan Oaorah

Jumhh bulan Pemellharaan Baiaho
Mlllk oaerah Pcnunlang Urugrn
Pemerlntahan Dacrah

'12 Bulan 3 3 25,00

Sub Kooiatan Porycdiaan Ja6a
Pamcliharaai, Baaye Pah6lihEraan, Pajak,
dan Prrizinen Kendaraan Dhe6
Ob.r6ional.teu L.brhd.n

Jumlah K6ndara{ Dinas Op6rasronal
6t6ll Lapangan yang Dpclihera dan
dibayarksn Pajek dan Perizinannye

52 Unit 13 13 25,00

Sub Kooiatan Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yano Dipelihara 30 Unrt 8 8 28.87
Sub Kegiaten Pomoliharaan Poraletan dan
Mosin Lainnva

Jumlah Peralatan dan Masin Laannya yang
Dioelihara

30 Und I I 26,47

Sub Kcgiatan Pomoliharaar/Rghabilitesi
Godung Kdrtor dan Eangunan Laannya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Orrohabiltesi

1 Uni 0 0 0,00

Prcgram PGry€le.Ega raan L.lu Llnta3
den Anolut n Jalan ILLAJ)

lndels lnfraat.ukfu i Porhubungan f9,78 % 75,78 15,78 94,99

Keghtan Penyedlaan PerlenCtaFn
Jalan dlJalan Xabupaten Kota

PcrorantaSa kot6r!6dla!n
,arlenokaDan labn

56 0 0 0,00

Sub Kolriatsn Pcnyedean Pcdcnokapan
Jaien di Jalan Kabupa6ry'Kota

Jumlah Perlonlkapan Jalan diJalan
Kabupaten/Kota yeng Telsrdia

450 Unit 0 0 0,00

Sub Keoiatan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Perlenokaoan Jalan

Jumleh Perlengkepan Jalan yeng
Terehabililasi dan T6rD6lihere

355 Unit 247 247 69,58

KoglEtan Penerbltan lzln
Panyolcng!araan dan Pembangunan
Fa!lllt3s Parkli

Jumlah Koordlnasl Pengawasan Pa*lr 12 Bulan 3 0,00

Sub Koliaten KoordnaEi den Sinkonisa€i
PGngarresgn P€laks€naan lzin
Penyelanogaraen deo Pombanounan
Fas*t6 Parki. Kewenangan

Jumleh Lepo6n Koordinasi den
Sinkronir6i Pinlaraan PclaksEnaan
lzh Penyelenggaraan dan T6rbangunrrya
Fasditas Prkir K6vrn.ngrl

't2 Leporan 3 3 25,00

Katlatrn PcnOullan B€rtaln Keidaraan
Balmotot

Pallontase !l|t ull KIR dalam laadaan
b.lk

100 75,78 f 5.7A 78,18

Sub Kogiaten Penyediaen Serana den
Pra6arane P6noujian Berkala Kondaraan
B.rmotor

Jumleh Sarala dan PrEs€rena Panoujian
Borkela Kondaraen Barmotor yang

1 Unt 0 0 0,00

Sub Kogiatan Penyediaan Bukti Lulus Uii
P6n0ujien Berkala Kendaraen Sormotor

Jumlah Dokumen Eukti Lulus uja
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

10200 Ookumen 1504 1504 14,75

Sub K.liaten Pomoliharaan Serane dan
Pradana Pengujian Berkda Kend ean

Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujran
Berkala Kendaraan Bermotor yang

I Unit 0 0 0,00

Ko{l.ten PolakE naan Manalomon dan
R.layaa! Lalu Untrs unfuk JarlnCan
Jal.n KabuoalclJKotr

Jumhh bulan peigamantn dan
koordlnaC llntas 3ektorll

12 Bulan 3 3 25,00



No Urusan PrcCr.rn, Keghtan
lndlkator Klnorla Program

(o!tcomGYKeOratan (output)

Targct Klna4.
Tahun be.jalan

(fh 2026t
Safuan TWt TW ll TW flt TW IV JumlEh caplhn

I 2 3 I 5 6 7 I I 10
Sub kegiatan Pengawasan dan
P6ng6ndalian Efehivitas Pelaksanaan
Kcbiiakan untuk Jalah KabuDaten/Kota

Jumlah Laporan Pengawasan dan
Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebiiaken untrk Jalan KabuDaten/Kota

12 Laporen 3 3 25,00

KcOlatan PeBetuluan Hasll Anallsls
Dafipak Lalu Llntas (Andalalln) untuk
Jalrn Ka bsDat€rvKota

Jumlah rakor penllalan andalalln 12 Bulan 3 3 25,00

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi
PEnilaiah Hasil Andalalin

Jumlah Laporan Koordinasi dan
Sinkrontsasr Penilaian Hasil Andalalin

12 1 8,33

Xaghtan Audit dan lnspel3l
Kolelamatan LLAJ dl Jalan

Ra6lo cakupan kebllakan rralaksanaen
audlt dan lnspeksl koselamatan LlA.l
dan Pengawasan Pengondallan
Terhadap Sarpaa3 Ke3elatan
Tlan3portaC

100 25 25,00

Sub Kegiatan Pelaksanaan lnspeksi, Audit
dan Pemantauan Pomonuhan P€Eyaratan
Penyelenggara€n Kompetensi Pengemuda
Kendaraan Bormotor Kabupatery'Kota

Jumlah Laporan lnspoLsi, Audit dan
Pemantauan Pemonuhan Persyaraten
Penyel6nggaraan Kompetensi Pangemudi
Konderaan Betmotor Kabupet€dKota

12 Laporan 3 3 25,OO

Kerlatan Ponyedlaan Anokutar Unum
unfuk Jara AhCkutan Oaang dan atr!
Barang antar Kotr d.lam I (!.tu)
Dec.ah Kat uDatedKota

Jumhh p6ngaw6$h dan F6ngend.llan
angkutln umum

12 Bulan 3 3 25.00

Sub Kegiatan Peng6ndalian den
Penqawasan Keteasediaan Angkitan
lJmum untuk Jasa angkdan Orang
dary'atau Barang Antar Kota dalam I (satu)

Jumleh Laporan Pongendalian dan
PengelvEsan Ketersodiaan Angkuten
Umum untJk Jas6 Anokutan Orang
dan/atsu Barang Antar Kota d6lam 1

/S.n rI krhr '.rte.Jk6t.

48 Laporan 12 12 25,00

K.ghtan Pene.bltan lzln
Pcnyelenggaraan Angkutan Orang
dllam Trayak Llntr3 Oaerah
Kabupaton Kota dalam 1 (satu) Oaerah
Kabupaten/Kota

Jumhh dokuman pomenuhan
per.y.rat n p.rol.han llh
pcnyelangca,arn rngkutan orang
dalanm taEyek llnta3 daorah KabrKota
dalam s!tu daer.h K.b/Kota

80 Dokumen 20 20 25rO

Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan
P6rsyaratan Perolehen lzin
P6ny€lengoaraan Angkutan Orang dalam
Trayek Kew€nangen Kabupaton/Kota
dalam Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara El6kbonik

Jumlah Laporan Pemenuhan Persyeretan
Perolehan lzin Penyelenggaraan Angk an
Orang dalam Trayek Kewenangan
Kabupatery'Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Beruseha Tedntegrasi Secara
Elekuonik

12 Unrt 3 3
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REALISASI PENDAPATAN HI]IIGGA EUAN MARETTAHUN 2025

DII{AS PEBUITIAHAN, XAWASAN PERMUKII.IAN DAN PERHUBUNGAN KAB. KEBUt,IEN

Kebumen, 02 Aprit 2025

Kepata Dinas Perumahan, Karvasan

nPerhubungan

umen

03 1 005

EB U lll

,EI{IS PENOAPATAN
PAGU TARGET oAN REALISASI s/d IiARET 202s

Rp RP lt RP %

PEiIOAPATAT{ ASLI OAERAH PAD 10.s4.157.000 2.59S.255.700 t3,7t 1.34{'.291.000 12,37

Retrlbusl Daerah 10.951.157.000 2.599.255.7@ 23,73 1.349.291.0@ ,2,32

RsHbusl ,a6a Umum 2.275.557.000 526.255.700 23,13 336,985.000 14,81

Rctlburl P.lry.n.n P.Bampshen/
IebaElhan

80.000.000 16.000.000 20,00 38.890.000 48,61

Retribusi Petayanan Persampahan/ Kebersihan 80.000.000 16.000.000 20,00 38.890.000 48,61

Retrlbu3l Pelayanrn Psrldr dl Topi ,alan Umum 2.195.557.000 510.255.700 23,24 298.095.000 13,58

Retribusi Perryediaan Petayanan Parkir di Tepi

Jalan lJmum
2.195.557.000 510.255.700 23,24 298.095.000 13,58

RetrlDusl ,asa Usaha 8.675.600.000 2.073.000.000 23,49 1.012.306.000 Lt,67

Retrlburl Pemakalan Xokayaan Dasrah 57-800.000 8.550.000 74,79 19-373.000 33,52

Retribusi Penyewaan Bangunan 37.800.000 8.550.000 22,62 7.373.000 19,51

Betribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor 20.000.000 12.000.000 60,00

Redbusl fempat Khusus Parklr 8.617.800.0@ 2.06rt.450.000 23,96 992.933.000 LL,52

Retribusi Petayanan Tempat Khusus Parkir 8.617.800.000 2.0&t.450.000 23,96 992.933.000 LL,52

taln{aln PAD yang Sah 13.000.000

Pandapatan D.nda R6trlbu3l Darrah 13.000,000

Pendaprtan Dande RoHbusl iasa Umum 13.000.000

Pendapatan Denda Retribusi Petayanan Parkir di

Tepi Jatan Umum-Penyediaan Petayanan Patkir

diTepiratan Umum

13.000.000

,UHTAH 10.951.157.000 2.599.255.7N 8,73 't.349.291.m0 ul,32

MT


